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Randi Ruslan, NomorPokok E 121 12 009, Program studi Ilmu Pemerintahan, 
Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan judul :“Analisis 
Tata Kelola Ruang Terbuka HijauTerhadap Pembangunan Kota Di 
Kabupaten Majene”di bawah bimbingan Prof. Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si 
dan Dra. Hj. Nurlinah, M.Si 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana  proses  
pelaksanaan tata kelola ruang  terbuka hijau terhadap pembangunan kota di 
Kabupaten Majene,  peran pemerintah terhadap pengelolaan Ruang Terbuka 
Hijau,  mulai dari pola dasar pembangunan kota, bagaimana analisis 
pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau, bagaimana tata 
kelola RTH, sampai kepada bagaimana peran pemerintah daerah dalam 
pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Majene. 
Tipe penelitian digunakan adalah tipe penelitian analisis deskriptif yaitu suatu 
tipe penelitian  yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara 
sistematis, factual dan akurat mengenai data yang ada di 
lapangantentangRuang Terbuka Hijau yang difokuskan pada pengelolaan 
ruang terbuka hijau yang ada di  Kabupaten Majene.  Pengumpulan  data  
yang  dilakukan dengan cara analisis data, wawancara, dan observasi di 
lapangan. 












Randi Ruslan, Number of the E 121 12 009, Study Program Governance 
Studies, Department of Political Science and Public Administration, Faculty of 
Social and Political Sciences, University of Hasanuddin, Making Thesis 
entitled: "Analysis of Urban Green Open Space Against Urban Development 
In Majene" under the guidance of Prof. Dr.H. JuandaNawawi, M.Si and Dra. 
Hj. NurlinahM.Si 
This study was conducted to determine how the process of governance is 
green open space to the development of cities in Majene, the role of 
government to the management of green open space, ranging from the basic 
pattern of urban development, how the analysis of the management and 
development of green open space, how governance RTH, up to the role of 
local governments in the management of green open space in 
KabupatenMajene. 
This type of research is the type of research used descriptive analysis is a 
type of research that aims to outline a systematic, factual and accurate 
information on the existing data in the field of green open space that is 
focused on the management of green open space in Majene. Data collection 
is done by means of data analysis, interviews, and field observations. 











1.1 Latar Belakang 
Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari banyaknya pulau 
yang terbentang dari Sabang sampai Merauke kemudian dikelilingi oleh 
luasnya lautan. Dengan hal tersebut pastinya menjadikan wilayah Indonesia 
memiliki banyak kota yang tersebar di masing-masing pulau, namun tata kota 
di Indonesia masih harus mendapatkan penanganan yang serius karena 
belakangan ini media ataupun surat kabar sering memberitakan dampak dari 
pengolalan perkotaan yang tidak baik seperti banjir, kemacetan, polusi udara, 
kemiskinan, dan tentang masyarakat ataupun lingkungan di wilayah 
perkotaan seperti di kota-kota besar seperti jakarta, bandung, makassar dan 
sekitarnya.  
Secara umum permasalahan perkotaan dapat dibagi dalam berbagai 
kelompok permasalahan yakni : 
1. Keadaan lingkungan fisik perkotaan (urban setting) kurang 
memadai, antara lain laju pertumbuhan yang cepat dan tidak 
berencana, sikap hidup pendatang baru yang masih asing dengan 
tata kehidupan kota, penataan lahan yang tidak efisien, kebutuhan 
perumahan meningkat terus. 
2. Perencanaan program pembangunan kota serta koordinasi 





menyusun rencana pembangunan kota yang berkelanjutan adalah 
tidak mudah, hal ini disebabkan kehidupan masyarakat perkotaan 
berkembang semakin cepat, selain daripada itu sifat masalah yang 
timbul memang kompleks, sedangkan kemampuan aparat 
pengelolaan kita masih lemah. 
3. Prasarana dan sarana perkotaan masih relatif terbatas, disamping 
itu sarana penunjang yang tersedia seringkali belum dimanfaatkan 
sepenuhnya, misal keahlian dan keterampilan diperguruan tinggi, 
data dan informasi, pengalaman-pengalaman, potensi sumber 
pembiayaan dan lain sebagainya. 
4. Partisipasi masyarakat (social partisipasion) dari lapisan atas 
dampai lapisan bawah dikembangkan secara luas dan masih 
belum optimal. 
5. Norma-norma tata tertib pergaulan  sosial, tertib hukum dan tertib 
kemasyarakatan ternyata sering kurang efektif disebabkan antara 
lain karena kondisi sosial ekonomi yang rendah dari berbagai 
penghuni kota dan terdapat pihak-pihak yang sengaja 
mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga 
mengganggu tata kehidupan masyarakat kota 
Permasalahan perkotaan timbul akibat perencanaan tata ruang kota 





melaksanakan perencanaan pembangunan yang harus memperhatikan 
ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan. 
Berkaitan dengan masalah pembangunan dan lingkungan hidup, maka 
dalam setiap pelaksanaan pembangunan diperlukan suatu perencanaan tata 
ruang bagi wilayah perkotaan. Perencanaan tata ruang kota yang dimaksud 
adalah bentuk perencanaan fisik kota yang bertujuan untuk mewujudkan arah 
pertumbuhan kota. Dalam rangka mengatur penataan dan pemanfaatan 
ruang di seluruh wilayah Indonesia baik dalam lingkup nasional, regional 
maupun lokal, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 
2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur konsep penataan ruang bagi 
setiap daerah di Indonesia dengan memperhatikan kawasan lingkungan 
ruang terbuka hijau. 
Pengertian penataan ruang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 
Nomor 26 tahun 2007 adalah suatu proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini kemudian 
menjadi landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka 
mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang sehat, indah dan nyaman. 
Menurut Ernawi, Imam S. (2012, h.20) ruang terbuka bisa berbentuk 
jalur (path), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan 
bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/jejaring listrik tegangan 
tinggi, dan simpul kota (nodes), berupa ruang taman rumah, taman 





seterusnya. Sedangkan pengertian ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah 
area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara 
alamiah maupun yang sengaja ditanam. 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/Prt/M/2008 tentang 
pedoman Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan 
perkotaan yakni : 
1. bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat 
signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup 
perkotaan yang berdampak ke berbagai sendi kehidupan perkotaan 
antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, 
dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang 
yang tersedia untuk interaksi sosial; 
2. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau 
dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, 
nyaman, produktif, dan berkelanjutan; 
3. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 





Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 
Perkotaan; 
Untuk merasakan manfaat dari ruang terbuka hijau tentu harus 
dilakukan tata kelola diseluruh ruang terbuka hijau yang ada di kawasan 
kota/perkotaan, hal tersebut dimaksudkan untuk: 
(a) menyediakan acuan yang memudahkan pemangku kepentingan baik 
pemerintah kota, perencana maupun pihak-pihak terkait, dalam perencanaan, 
perancangan, pembangunan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau. (b) 
memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan ruang terbuka 
hijau dalam penyusunan rencana dan rancangan pembangunan dan 
pengelolaan ruang terbuka hijau. (c) memberikan bahan kampanye publik 
mengenai arti pentingnya ruang terbuka hijau bagi kehidupan masyarakat 
perkotaan. (d) memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada 
masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang perlunya ruang terbuka hijau 
sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat 
tinggal. 
Sedangkan tujuan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka 
Hijau di Kawasan Perkotaan untuk: 
(a) menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air (b) 
menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara 





masyarakat (c) meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai 
sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, 
dan bersih. 
Pemerintah daerah harus mampu menganalisis dan mengetahui 
indikator-indikator meningkatkan pembangunan merata diseluruh kawasan 
perkotaan secara khusus. Maka ketika itu dilaksanakan akan dengan mudah 
kemudian melakukan pengelolaan terhadap ruang terbuka hijau sebagai 
aspek pembangunan untuk kawasan perkotaan sesuai dari wujud 
pelaksanaan otonomi daerah yaitu kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus serta mengembangkan daerahnya masing masing. 
Masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di beberapa kota di 
Indonesia adalah diantaranya ketidaktersediaan ruang terbuka hijau, 
pencemaran udara dan air. Walaupun pemerintah telah membuat berbagai 
peraturan tertulis maupun himbauan kepada masyarakat tentang aturan-
aturan mengenai lingkungan dalam hidup bermasyarakat, tetapi mengapa 
selalu saja hasilnya tidak seperti yang diharapkan, hai ini dikarenakan 
kebijakan atau kesepakatan bersama tidak diimbangi dengan konsistensi 
pelaksanaan dan tata kelola yang  berkelanjutan dari pemerintah maupun 
dari pelaku yang seharusnya bisa membawa perubahan jika melaksanakan 
perannya dengan maksimal.  
Jika di Analisis, penyebab munculnya permasalahan ruang terbuka 





(1) beberapa wilayah tidak punya perencanaan terintegrasi, sehingga 
berbagai macam persoalan muncul berkaitan dengan pembangunan kota (2) 
Konsistensi dalam melaksanakan aturan yang ada juga lemah. Misalnya 
seluruh pemerintah, baik pusat dan daerah keliatannya konsistensinya kalau 
berhadapan dengan pemodal lemah, seperti kasus yang terjadi sekarang, 
tiba-tiba kawasan hijau akan dijadikan mal ataupun gedung (3) Pemerintah 
kurang memiliki kemampuan mengantisipasi persoalan-persoalan di masa 
yang akan datang.  
Pesatnya pembangunan saat ini memberikan imbas bagi lingkungan. 
Hadirnya gedung-gedung tinggi dan luas ternyata mengikis keberadaan 
ruang terbuka hijau. seperti, pembangunan mall, gedung perkantoran atau 
lainnya banyak membabat habis lahan kota karena harus mendukung 
fasilitas perkotaan, mulai dari kemajuan teknologi, industri dan transportasi. 
Bahkan pembangunan menyita RTH yang kerap dianggap sebagai lahan 
cadangan dan tidak ekonomis. Karena pemahaman yang keliru bahwa 
tingginya gedung menjadi tolok ukur keberhasilan suatu kota.  Padahal 
semakin tingginya gedung dan banyak kendaraan menandakan pencemaran 
dan pemanasan global semakin meningkat.  
Untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan 
Ruang Terbuka Hijau sebagai upaya dalam memperhatikan kondisi 
lingkungan yang bisa dilakukan  relatif lebih murah, aman, sehat, dan 





ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan diisi oleh tumbuhan, 
tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) sehingga menjadi paru-paru 
kota dan memberikan cadangan Oksigen bagi masyarakat kota tersebut. 
Bukan lebih kepada merencanakan wilayah untuk di alih fungsikan kawasan 
tersebut menjadi kawasan Bisnis. 
Alih fungsi lahan yang dimaksud sesungguhnya sangat bertentangan 
dengan mandate UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Pada salah 
satu pasalnya mewajibkan setiap Kota dan Kabupaten yang ada di Indonesia 
memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 persen dari luas Kota, yaitu 
20 persen RTH yang dibangun pemerintah untuk kepentingan Publik, dan 10 
Persen RTH Private yang diwajibkan pemerintah untuk dibuat/dimiliki oleh 
setiap Rumah. Pembangunan yang baik adalah dengan tidak 
mengesampingkan keberadaan ruang terbuka hijau dengan terus 
melestarikan lingkungan. 
Di Kabupaten  Majene provinsi sulawesi barat sendiri untuk dapat 
memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang yang mengamanatkan penetapan 30% dari total luasan 
wilayah sebagai ruang terbuka hijau akan dilakukan meninjauan langsung, 
apakah sudah sesuai atau kah belum. Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 
ayat (2) Peraturan Daerah Kota Majene Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 





:Kebijakan penataan ruang Kabupaten Majene sebagaimana di maksud pada 
ayat (1), terdiri atas: 
(a) penetapan dan pemantapan peran dan fungsi perkotaan secara hirarkis 
dalam kerangka sistem wilayah pengembangan ekonomi dan sistem 
pembangunan perkotaan (b) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan 
jaringan prasarana permukiman, transportasi, telekomunikasi, energi dan 
sumberdaya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan 
pelayanan masyarakat (c) pengembangan kawasan pertanian yang produktif 
untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat (d) 
pengembangan potensi kelautan dan perikanan (e) pemantapan fungsi dan 
produktivitas hutan (f) pengembangan kawasan pertambangan yang ramah 
lingkungan (g) pengelolaan kualitas lingkungan (h) pengendalian, pelestarian 
dan rehabilitasi kawasan rawan bencana alam; dan (i) peningkatan fungsi 
kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. 
Upaya-upaya yang dilakukan ini dibenturkan dengan dinamika 
perkembangan pembangunan di Kabupaten Majene serta adanya beberapa 
faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh sehingga rencana tata 
ruang dalam hal ini pelaksanaan ruang terbuka hijau yang telah disusun 
mengalami ketidakberdayaan dalam mengakomodasi perkembangan 
tersebut. Fenomena tersebut menyebabkan Kabupaten Majene yang saat ini 
telah mengalami beberapa perubahan special yang menyebabkan timbulnya 





degradasi lingkungan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang tidak 
terpenuhi, sehingga pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kemampuan 
daerah dalam menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang.  
Berbagai faktor eksternal dan internal yang dimaksud antara lain 
terjadinya pemekaran wilayah kecamatan, perubahan struktur dan pola 
pemanfaatan ruang, serta berbagai factor lainnya yang berpengaruh 
terhadap ketidakberdayaan rencana tata ruang yang telah disusun. Produk 
rencana ini harus dijaga melalui instrumen-instrumen ketataruangan melalui 
tata kelola seperti ijin pemanfaatan ruang, agar pemanfaatan ruangnya 
sesuai dengan rencana, misalnya ruang terbuka hijau yang ada di suatu 
daerah harus memenuhi 30 % dari luas wilayahnya dengan cara 
meningkatkan pembangunan dengan memperhatikan kondisi lingkungan. 
Pengendalian pemanfaatan ruang juga menjadi unsur penting dari 
suatu hasil perencanaan. Ruang terbuka hijau meliputi beberapa hal yang 
harus ada dikawasan perkotaan suatu wilayah sehingga bisa menjadi 
indikator pendukung berkembangnya suatu perkotaan.  
Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut di atas, untuk mengkaji 
lebih jauh mengenai pelaksanaan di lapangan serta dinamika yang terjadi, 
maka penulis hendak menganalisis eksistensi Ruang Terbuka hIjau 
dikabupaten majene maka dengan ini degan ini peneliti mengambil judul 
“Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan 





1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti 
mengajukan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan tata kelola ruang terbuka hijau dalam 
pembangunan kota di kabupaten Majene ? 
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di 
Kabupaten Majene ? 
1.3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 
untuk: 
1. Untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan tata kelola ruang 
terbuka hijau dalam pembangunan kota di Kabupaten Majene. 
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan 
kawasan ruang terbuka hijau di Kabupaten Majene. 
3. untuk memberikan pemahaman bahwa ruang terbuka hijau penting 
untuk kawasan perkotaan terkait pemenuhan 30 % ruang terbuka hijau 
kawasan perkotaan. 
4. Menghasilkan rancangan pengembangan kaasan ruang terbuka hijau 
dikabupaten Majene. 
5. Menghasilkan regulasi yang lebih khusus di daerah atau wilayah yang 





1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademik 
a. Sebagai tambahan literatur atau bahan kajian dalam studi ilmu 
politik pemerintahan. 
b. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin 
mengetahui Tata kelola Ruang Terbuka hijau di Kabupaten 
Majene, Sulawesi Barat. 
2.   Manfaat Praktis  
a. Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan 
kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan  
masyarakat, terutama dalam membentuk sikap dan tingkah laku 
politik mereka.  
b. Input bagi para pengambil kebijakan di Majene, Sulawesi Barat 
pada periode berikutnya agar menjalankan amanah konstitusi 
dalam menangani masalah ruang terbuka hijau. 
c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi 
pemerintah kota maupun lembaga yang terkait lain dalam 
merumuskan strategi dalam rangka penyediaan dan 









2.1 Landasan teori 
Peningkatan dan pengembangan potensi-potensi didaerah dapat 
dilihat sejauh mana pengaturan dan pengelolaan ruang yang ada 
didaerah. Oleh karena itu beberapa teori yang dipergunakan penulis, 
sebagai landasan untuk menganalisis variable-variabel yang berkaitan 
dengan Analisis tata kelola ruang terbuka hijau terhadap pembangunan 
kota di Kabupaten Majene.  
Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yakni dibagian 
pengaturan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di kabupaten majene, 
menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 urusan pemerintahan daerah 
kabupaten kota untuk mengurus urusan berskala kabupaten dan kota 
yakni pada pasal Pasal 14 ayat (1) Urusan wajib yang menjadi 
kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan 
urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: 
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
d. penyediaan sarana dan prasarana umum; 
e. penanganan bidang kesehatan; 





g. penanggulangan masalah sosial; 
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 
j. pengendalian lingkungan hidup; 
k. pelayanan pertanahan; 
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 
l. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
m. pelayanan administrasi penanaman modal; 
n. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya 
yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka penulis berasumsi 
bahwa untuk dapat mengelolah dan mengembangkan ruang terbuka hijau 
kawasan perkotaan sesuai yang diamanatkan UU 23 tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah, perlu dianalisis lebih mendalam tentang bagaimana 
pengelolaan ruang terbuka hijau, peranan pemerintah dalam pengelolaan 
serta rencana pengembangan ruang terbuka hijau sebagai factor 
pendukung terwujudnya pembangunan di kabupaten Majene. 
2.2 Tata Kelola Pemerintahan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
“tata diartikan sebagai aturan (biasanya dipakai dalam kata majemuk); 
kaidah, aturan, dan susunan; cara menyusun; sistem; Sedangkan kelola 





sebagainya);  mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya); 
menjalankan: 
Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar 
rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 
bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, 
tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai 
sasaran. 
Istilah dalam bahasa inggris mengenai Tata kelola yang baik yakni  
Good Governance yang diartikan serangkaian proses yang berlaku untuk 
kedua organisasi sektor publik dan swasta untuk menentukan keputusan. 
Menurut Dadang solihin mengenai pemerintahan yang baik adalah 
konsepsi tentang : (a) Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, 
demokratis, dan efektif. (b) Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola 
hubungan antara pemerintah,  dunia usaha  swasta dan masyarakat. 
Menurut Koiman ( 1994 ) yakni “Kepemerintahan yang baik merupakan 
serangkaian proses interaksi sosial politik anatara pemerintah dengan 
masyaraakat dalm berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan 
masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan 
tersebut”. 
Pemerintahan yang baik bersih adalah sikap dalam kekuasan 
dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemeritahan 





ekonomi. Dalam pratiknya pemerintahan yang bersih (clean government), 
adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan 
bertanggung jawab. 
Sejalan dengan prinsip diatas, pemerintahan yang baik dalam proses 
maupun hasil - hasilnya semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak 
secara sinergis, tidak saling berbentutan, dan memperoleh dukungan dari 
rakyat.pemeritahan juga bisa dikatakan baik jika pembagunan dapat 
dilakukan degan biaya yang sangat minimal dan hasil yang maksimal. Faktor 
lain yang tak kalah penting, suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika 
produktifitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi 
rakyat, baik dalam aspek produktifitas, daya beli maupun kesejahteraan 
spritualitasnya. 
Untuk merealisasikan pemerintahan yang professional dan 
accountabel yang bersandar pada prinsip-prinsip good governance, 9 aspek 
fundamental  (asas) dalam good governance yang harus diperhatikan yaitu : 
1.   Partisipasi (Partipation) 
Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyrakat dalam 
pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan 
yang sah mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh 
tersebut dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan 
berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Untuk 





termasuk dalam sector sector kehiduan sosial lainnya selain kegiatan politik, 
maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi.  
2.   Penegakan hukum (rule of law) 
Asas penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang 
professional harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Tanpa 
I topang oleh sebuah aturan hukum dan penegaknya secara konsekuen, 
partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan public yang anarkis public 
membutuhkan ketegasan dan kepastian hukum. Tanpa itu, proses politik 
tidak akan berjalan dan tertata dengan baik. 
Realisasi wujud good and clean governance, harus diimbangi dengan 
komiten pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsr 
unsure sebagai berikut : 
a) Supremasi hukum (Supramacy of Law), yakni setiap tindakan unsur 
unsur kekuasaan Negara dan peluang partisipasi masyarakat dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara didasarksn pada hukum dan 
aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin pelaksanaan nya secara 
benar serta independent. 
b) Kepastian hukum (legal certainty), bahwa setiap kehidupan berbangsa 
dan bernegara iatur oleh hukum yang jelas dan pasti. 
c) Hukum yang responsive, yakni aturan-aturan hukum disusun 





d) Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, yakni 
penegakan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. 
e) Independensif peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari 
pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya. 
3. Transparansi ( transparency ) 
AsasTransparancy adalah unsur lain yang menopang terwujudnya 
good and clean governance. Menurut para ahli, Indonesia telah terjerembab 
ke dalam kubangan korupsi yang sangat parah. 
Dalam pengelolaan Negara terdapat 8 unsur yang harus dilakukan 
secara transparans, yaitu : 
a. Penetapan posisi, jabatan, atau kedudukan. 
b.  Kekayaan pejabat publik 
c.  Pemberian penghargaan 
d. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan. 
e.  Kesehatan 
f. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan public 
g. Keamanan dan ketertiban. 
h. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. 
4.    Responsife (Responsive) 
Asas Responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip - prinsip good and 






5.    Konsensus 
Asas konsensus adalah bahwa keputusan apapun harus dilakukan 
melalui proses musyawarah melalui konsensus. 
6.   Kesetaraan 
Asasa kesetaraan (equity), adalah kesamaan dalam perlakuan  dan 
pelayanan publik.  Asas kesetaraan ini  mengharuskan setiap pelaksanaan 
pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam pelayanan publik tanpa 
mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial. 
7.   Efektivitas dan efisiensi 
Untuk menunjang asas-asas  yang telah disebutkan diatas, 
pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan 
efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. 
8.   Akuntabilitas  
Asas akuntablitas adalah pertanggung jawaban pejabat publik 
terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi 
kepentingan mereka. 
9.   Visi Strategis 
Visi strategis adalah pandangan - pandangan strategis untuk masa 







2.3 Tinjauan Tentang Pengelolaan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) memberikan 
pengelolaan didefenisikan sebagai berikut : 
a. Proses, cara, perbuatan mengelola 
b. Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga 
orang lain, 
c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan 
organisasi, 
d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat 
dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 
Terry (2009) pengelolaan (management) merupakan sebuah 
proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, 
pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan 
serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui 
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.  
Sejalan dengan Terry, Oey Liang Lee dalam Suprapto (2009), 
juga mendefinisikan manajemen sebagai seni perencanaan, 





atas human and national resources (terutama human resources) untuk 
mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu. 
Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 
a. Perencanaan (Planning), adalah suatu pemeliharaan yang 
berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam 
menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan 
demi mencapai hasil yang dikehendaki. 
b. Pengorganisasian (Organizing), adalah penentuan, pengelompokan, 
dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk 
mencapai tujuan. 
c. Pelaksanaan (Actuating), adalah usaha agar setiap anggota 
kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman 
pada perencanaan dan usaha pengorganisasian. 
d. Pengawasan (Controlling), adalah proses penentuan apa yang 
seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu 







2.4  Ruang Terbuka Hijau 
Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 
Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin 
keseimbangan ekosistem kota, baik dalam pemenuhan ruang terbuka hijau 
yang sehat bagi masyarakat tempati, serta sekaligus dapat meningkatkan 
nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang 
terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk 
menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya. 
Bentuk ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ada berbagai macam 
versi bergantung pada sumber peraturan yang berlaku, Diantaranya menurut 
dokumen yang  berjudul “Ruang Terbuka Hijau sebagai Unsur Pembentuk 
Kota Taman”, tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Dirjen Penataan Ruang 
menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau terdiri dari: 
1. Ruang Terbuka privat; halaman rumah, halaman kantor, halaman 
sekolah, halaman tempat ibadah, halaman rumah sakit, halaman hotel, 
kawasan industri, stasiun, bandara, dan pertanian kota. 
2. Ruang Terbuka publik; taman rekeasi, taman/lapangan olahraga, 
taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau (sempadan jalan, 






Sedangkan menurut Ir. Mulyono Sadyahutomo bentuk-bentuk ruang 
terbuka hijau adalah sebagai berikut. 
1. Taman yang bersifat publik (parks), yaitu taman kota, alun-alun, taman 
bermain, dan taman pada lingkungan permukiman. 
2. Lapangan olahraga. 
3. Jalur sempadan jalan. 
4. Hutan kota. 
5. Jalur khusus sepeda dan pejalan kaki. 
6. Perairan (waterfront); sungai, kolam, danau, dan tepian laut. 
7. Ruang terbuka privat, yaitu halaman, taman (garden) termasuk roof 
garden, teras rumah, dan sempadan bangunan. 
8. Atrium pada komplek bangunan besar (plaza, mal). 
9. Kuburan 
Kemudian menurut Undang-Undang Penataan Ruang no 26 Tahun 
2007 pasal 29 menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau dibagi menjadi ruang 
terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau 
publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh 
pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat 
secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain adalah 
taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, 





antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik 
masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 Tahun 2007 pasal 6 
mengenai Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 
menyebutkan, yang termasuk kedalam ruang terbuka hijau antara lain: 
a. Taman kota; 
b. Taman wisata alam; 
c. Taman rekreasi; 
d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman; 
e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial; 
f. Taman hutan raya; 
g. Hutan kota; 
h. Hutan lindung; 
i. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah; 
j. Cagar alam; 
k. Kebun raya; 
l. Kebun binatang; 
m. Pemakaman umum; 
n. Lapangan olah raga; 
o. Lapangan upacara; 
p. Parkir terbuka; 





r. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET); 
s. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa; 
t. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan 
pedestrian; 
u. Kawasan dan jalur hijau; 
v. Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan 
w. Taman atap (roof garden). 
Roger Trancik (1986), dalam bukunya ”Finding Lost Space”, 
mengungkapkan bahwa menurut sifatnya ruang terbuka kota dapat dibagi 
menjadi: 
1. Hard space, yaitu ruang terbuka yang secara prinsip dibatasi oleh 
dinding arsitektural dan biasanya sebagai kegiatan sosial. Ruang 
terbuka jenis ini tidak tertutup oleh massa bangunan namun tertutup 
oleh pengerasan seperti ubin, aspal, plesteran, paving stone, dan lain-
lain. 
2. Soft space, yaitu ruang terbuka yang didominasi oleh lingkungan alam. 
Pada setting kota, soft space berbentuk taman (park) dan kebun 
(garden) serta jalur hijau (greenways) yang dapat memberikan 
kesempatan untuk berelaksasi (santai). 
Ruang terbuka mencakup pengertian ruang terbuka hijau (RTH) dan 
ruang terbuka lainnya yang berupa kawasan tanpa bangunan diantara 





daerah terbangun dengan daerah terbuka. Dari daerah terbangun dengan 
kegiatan industri akan menimbulkan emisi gas buang dan konsentrasi 
manusia pada suatu tempat yang melampaui daya dukung lingkungan 
menimbulkan polusi udara yang berdampak buruk terhadap kehidupan 
manusia. Dampak tersebut antara lain gangguan pernafasan, pencetus 
kanker paru-paru, penurunan kecerdasan anak, dan penyakit jantung. 
Peranan ruang terbuka hijau menyediakan udara bebas untuk mengatasi 
dampak tersebut yang tidak hanya diperlukan dikawasan perkotaan saja, 
tetapi juga bagi pemukiman perdesaan yang padat. Fungsinya adalah 
sebagai berikut. 
1. Pencipta lingkungan udara sehat, antara lain berfungsi sebagai 
ventilasi kota dan menurunkan polutan diudara. 
2. Penyedia ruang untuk kenyamanan hidup (amenity), seperti tempat 
untuk rileks, interaksi sosial dan olahraga. 
3. Pendukung estetika lingkungan. 
2.5  Tinjauan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 
Pengelolaan kota dapat digambarkan sebagai sekumpulan kegiatan 
yang bersama-sama membentuk dan mengarahkan pada bidang sosial, fisik 
dan perkembangan ekonomi kota. 
Pengelolaan ruang terbuka hijau akan memberi pengaruh terhadap 
perubahan kualitas dan kuantitas, sebagai bukti bahwa tidak mudah untuk 





utama dalam pekasanaan pengelolaan mengenai ruang terbuka hijau 
kawasan perkotaan 
Impementasi pelaksanaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau 
menjadi indikator penting dalam proses memaksimalkan kawasan perkotaan 
berwawasan lingkungan.  
Agustino (2008:139), implementasi merupakan suatu proses yang 
dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau 
kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai 
dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 
Dalam pengamatan tentang implementasi didunia III Grindle 
mengidentifikasikan ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan 
proses implementasi kebijaksanaan yaitu isi kebijaksanaan dan konteks dari 
implementasi itu sendiri yang secara terperinci diidentifikasi sebagai berikut 
(a) content of policy meliputi (1) interest affected (kepentingan siapa saja 
yang terlibat, (2) type of benefits (macam-macam manfaat), (3) extent of 
change envisioned (sejauh mana perubahan akan diwujudkan), (4) site of 
decision making (tempat pembuatan keputusan), (5) program implementers 
(sumber daya yang tersediakan), (b) context of implementation meliputi (1) 
power, interest, and strategy of actors involved (kekuasaan, kepentingan, dan 
strategi para aktor yang terlibat, (2) institution and regime characteristic 
(karakteristik, lembaga dan rejim), dan (3) compliace and resvonsiveness 





Pembahasan pengelolaan kota dan wilayah menjelaskan wadah bagi 
pelaksana manajemen dan bagaimana aturan main dalam tugas dan 
kewenangannya. Terdapat beberapa aspek dalam pengelolaan RTH yakni 
sebagai berikut. 
1. Perencanaan 
Levy (1998) mengemukakan ada tiga pendekatan teori merencana 
(theory of planing) yang dapat dipilh dalam melakukan proses perencanaan 
kota dan wilayah, yaitu sebagai berikut. 
a. The rational comprehensive model 
 Pendekatan model rasional ini sekarang termasuk model orthodoks/kuno. 
Model ini beranjak dari asumsi dimilikinya informasi secara lengkap dan 
akurat serta didukung adanya manusia yang berpikir dan bertindak 
rasional. Dengan asumsi tersebut maka diketahui seluruh dimensi 
persoalan dan dapat disusun alternatif pemecahannya secara rasional. 
b. Disjointed incrementalism = muddling throught 
 Model ini ditujukan pada sistem yang bersifat pluralistik dan utilitarian. 
Pemikiran perencanaan dilakukan secara increment (perubahan 
bertahap) dengan mengacu pada perencanaan yang lalu. Diharapkan 
bahwa perencana (planners) karena kemampuan dan pengalamannya 
langsung dapat merumuskan kemungkinan-kemungkinan perubahan 





atau menyempurnakannya menjadi rencana atau kebijaksanaan paling 
baru. 
c. Mixed scanning 
 Merupakan model jalan tengah yang diperkenalkan oleh Amitai Etzioni 
pada tahun 1968, yaitu memanfaatkan keunggulan-keunggulan dari 
model rasional dan model incremental. Model ini lebih banyak dipakai 
oleh perencana karena dianggap lebih luwes pemakaiannya dan lebih 
efisien dalam menghadapi permasalahan yang kompeks. 
Dalam konteks pengelolaan, maka perencanaan yang dimaksud 
mencakup pemilihan tujuan dan tindakan untuk pencapaiannya yang harus di 
lakukan lebih awal, seperti yang dimaksud dalam ilmu manajemen, 
perencanaan merupakan bagian paling awal dari fungsi-fungsi manajemen 
yang lain. 
Serta memerlukan pengambilan keputusan secara rasional. 
Perencanaan kota harus dilihat sebagai bagian dari fungsi perencanaan 
pengelolaan kota. Hal ini diperlukan untuk membandingkan rencana dengan 
hasil, dan untuk mengambil tindakan perbaikan dalam rangka pencapaian 
hasil, dengan demikian perencanaan dan pengendalian fungsi tidak dapat 
dipisahkan. Terdapat 4 elemen perencanaan pengelolaan utama yang 
mempengaruhi ruang terbuka kota yaitu, elemen fisik, ekologis, partisipasi 





Ruang terbuka hijau sebagai elemen fisik kota, sangat penting bagi 
fungsi lingkungan dan rekreasi. Namun oleh sebagian masyarakat kota ada 
pemikiran bahwa nilai ekonomi ruang terbuka hijau kota tidak bermanfaat dari 
sudut pandang ekonomi, karena ruang terbuka hijau dianggap  adalah 
barang pemerintah (public goods) tanpa harga pasar. Sedangkan sebagai 
elemen ekologis kota dapat memberikan kestabilan lingkungan bagi 
masyarakat kota. 
Ruang terbuka hijau kota sangat bermanfaat bagi sebagian besar 
masyarakat kota. Kadang-kadang, kemungkinan masyarakat tidak 
mengetahui lokasi alami yang dapat dimanfatkan. Masyarakat kota biasanya 
mendukung konservasi alami secara umum di kota-kota, tetapi mereka tidak 
mempunyai gambaran perencanaan yang jelas apakah ruang terbuka hijau 
kota termasuk didalamnya. Mereka sebagian besar adalah para pemakai 
yang tidak secara intensif memelihara ruang terbuka hijau kota. 
Perencanaan kota (urban planing) merupakan aktivitas merencanakan 
suatu lingkungan tertentu yang lebih luas dari perencanaan lahan atau fisik, 
karena mempertimbangkan semua faktor fisik, tata guna lahan, ekonomi, 
politik, administratif dan sosial yang mempengaruhi wilayah kota. 
Kelembagaan 
Untuk memberikan fasilitas integrasi kepada penataan kota dan 
pengelolaan strategis ke kerangka administratif, maka diperlukan lembaga 





alternatif fasilitas yang sesuai. Dalam rangka untuk meminimalisir dampak 
/terhadap struktur operasi yang sudah ada, maka salah satu pilihan adalah 
sebagian besar pengadaan harus menetapkan strategi perencanaan kota.  
Diperlukan analisis dari sebuah masalah Dalam rangka untuk 
meminimalisir dampak/ terhadap struktur operasi yang sudah ada,  Tahapan 
melakukan perumusan masalah secara lengkap adalah sebagai berikut : 
a. Pengenalan masalah 
Awal dari perumusan masalah adalah pengenalan adanya masalah-
masalah sosial dimasyarakat melalui pengamatan gejala (symptoms) 
atau indikasi masalah. Dengan mendeteksi indikasi masalah maka 
dirasakan adanya suatu simulasi masalah 
b. Pencarian masalah 
Selanjutnya, setelah diketahui situasi masalah dilakukan proses 
identifikasi atau pencarian masalah yang memperoleh sekumpulan 
masalah yang saling terkait dan belum terstruktur yang disebut meta 
masalah. 
c. Pendefenisian masalah 
Tentu saja tidak semua masalah yang teridentifikasi dimunculkan 
untuk dipecahkan serentak. Oleh karena itu,  perlu dilakukan 
pemetaan struktur masalah berdasarkan keterkaitan sebab akibat dan 
mendefenisikan masalah-masalah yang relevan dengan publik 






Sehingga salah satu pilihan adalah sebagian besar pengadaan harus 
menetapkan strategi perencanaan kota dan laporan unit pengelola kepada 
direktur komite administratif.  
Kebutuhan wawasan institusi adalah sebagai pembinaan dari pusat 
untuk memastikan perencanaan antar instansi dan koordinasi anggaran 
sesuai yang diperlukan. Idealnya, pembinaan itu berada pada tingkat 
desentralisasi pemerintah, baik di pemerintah kota atau pemerintah lokal. Ini 
menguatkan pentingnya pengembangan kelembagaan pengelolaan 
perkotaan. Sesuai dengan McGill, pengembangan organisasi kelembagaan 
memerlukan prinsip yakni, menyetujui fungsi (proses pengelolaan kota) ke 
arah pertama, struktur organisasi dan personalia. Kedua, perencanaan dan 
penganggaran. Ketiga, reformasi pemikiran. 
2. Sumber Daya Manusia 
Diperlukan strategi yang logis dan realistis untuk mengkoordinir upaya 
sumber daya manusia guna menghadapi faktor-faktor lemahnya kapasitas 
pemerintah daerah. Secara signifikan untuk meningkatkan sumber daya 
manusia di bidang pengelolaan kota, pengetahuan dan keterampilan harus 
disampaikan kepada pembuat-keputusan. Dua masalah utama kondisi 






Pemerintah harus menyiapkan dan membangun strategi untuk 
meningkatkan kemampuan sumber daya staff guna mendukung pengelolaan 
kota yang efektif. Disamping itu, kombinasi sektor swasta, organisasi sektor 
publik dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai lembaga pelatihan 
sangat penting bagi efektifitas program kerja pemerintah.  
Lima faktor kompetensi didalam kemampuan dan penguasaan 
keterampilan individu staf pemerintah daerah untuk pengelolaan kota yang 
proaktif yaitu: pertama, kemampuan dalam mempersiapkan strategi untuk 
memandu dan mengkoordinir input stakeholder; kedua, kemampuan untuk 
meningkatkan otonomi dan mengelola dana; ketiga, kemampuan untuk 
pengembangan kelembagaan; keempat, kemampuan untuk merancang 
proyek dalam rangka mendapatkan bantuan dan sumbangan pelaksanaan 
program; kelima, kemampuan melakukan pendekatan yang fleksibel dalam 
memberi penghargaan personil yang produktif (prestasi mendasarkan 
penggajian dan promosi). 
3. Koordinasi 
Koordinasi pengelolaan kota adalah dasar untuk monitoring dan 
mengontrol pengelolaan kota.  
Perubahan cepat tata guna lahan dan pola ruang hijau dalam 
pengembangan kota membawa konflik antara persyaratan keberadaan 
perumahan dan ruang hijau. Salah satu kegagalan mengintegrasikan dimensi 





adalah pedoman pengendaliannya. Evolusi pendekatan pengelolaan 
memerlukan instrumen dan perangkat baru guna pembaruan informasi, dan 
untuk monitoring pengembangannya. Terdapat banyak kebutuhan tertentu 
untuk indikator, terutama mengenai ruang, untuk secara kontinyu memonitor 
tata kota, mengendalikan perencanaan strategis, dan membandingkan 
praktek pengelolaan. 
Pengelolaan kota di negara-negara harus mencapai dua hal yaitu 
Pertama, harus memahami sifat alami lingkungan kota. Kedua, harus 
mengatur instrumen intervensi institusi sehingga dalam melakukan 
pengelolaan kota agar dapat sesuai dengan rencana induk kota yang telah 
disetujui. 
keputusan penggunaan perangkat seperti analisa manfaat biaya (cost-
benefit analysis), pengkajian dampak sosial, peraturan perundang- undangan 
dan pengkajian dampak lingkungan dalam perumusan strategi. Perangkat ini 
akan membantu memastikan ketegasan perlindungan lingkungan dan 
pertimbangan sosial di dalam pengendalian pengelolaan. 
4. Pendanaan 
Beberapa penyelidik melakukan kajian tentang pengelolaan 
pendanaan yang meliputi pajak masyarakat, pendanaan swasta serta gaji 
dan penghargaan pemerintah. tingkat pendapatan masyarakat tidak akan 
mempengaruhi willingness-to-pay untuk ruang terbuka hijau kota. Ini 





penting dari kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari penyimpangan 
pembayaran, prosedur-prosedur pembayaran seperti pajak dan pembayaran 
bea masuk harus jelas masuk kedalam kas pemerintah lokal. 
 Jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau kota, pada akhirnya, harus 
menjadi pemikiran dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian 
menyiratkan dengan jelas akan perlunya kebijakan-kebijakan ruang terbuka 
hijau kota.sehingga dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut 
tentu memberiken pengaruh besar kepada lertambahas sarana dan 
prasarana kota yang dibangun sehingga tidak memahadai dengan 
pertumbuhan kebutuhan penduduk. Paling tidak ada tiga alasan minimnya 
penyediaan prasarana umum yaitu akibat dari keterbatasan dana 
pembangunan, hambatan penyediaan tanah dan lemahnya perencanaan visi 
masa depan. Antara supply dan demand prasarana menjadi sangat tidak 
seimbang. Sebagai contoh dijakarta, tahun 1991-1996 terjadi penambahan 
panjang jalan hanya 1.7 % pertahun; sementara itu penigkatan jumlah 
kendaraan mencapai 9,7 % pertahun; apabila di hitung luas jalan yang ada 
dijakarta ternyata terlalu kecil, yaitu kurang dari 8% dari luas wilayah. 
Sebagai perbandingan, kota Tokyo dan Paris mempunyai angka rasio luas 








2.6 Peranan Pemerintah mengenai RTH (Ruang Terbuka Hijau) 
Dalam penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau banyak pihak 
yang berkepentingan didalamnya yakni pemerintah dan masyarakat. 
Pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan dan memerikan fasilitas dalam 
pembangunan berbagai bentuk ruang terbuka hijau. 
Upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, UU No 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah salu instrumen yang 
merefleksikan keinginan pemerintah untuk melaksanakan tata pemerintahan 
yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat 
dari indikator upaya penegakan hukum, transparansi dan penciptaan 
partisipasi. Dalam hal penegakan hukum, UU No. 32 Tahun 2004 telah 
mengatur secara tegas upaya hukum bagi para penyelenggara pemerintahan 
daerah yang diindikasikan melakukan penyimpangan. 
Dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya 
terdapat 7 elemen penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung 
tergantung dari bersinergi satu sama lainnya, yaitu : 











Penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang harus 
memperhatikan bagaimana peranan pemerintah yang sangat penting, hal ini 
berkaitan dengan perencanaan, penyediaan, dan pengelolaan ruang terbuka 
hijau 
2.7 Kerangka Pikir 
Semakin padatnya  jumlah penduduk setiap tahun menjadi pusat 
perhatian pemerintah kota dalam merancang dan membangun penataan 
ruang wilayah yang berkeadilan, memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga. 
Kemudian semakin berkembangnya suatu daerah selalu dituntut untuk 
melakukan pembanguan fisik seperti gedung, perkantoran dan lainnya, 
sehingga memberikan dampak pencemaran lingkungan diwilayah tersebut. 
Hal itu diakibatkan karena tidak berjalan pembangunan dan pengelolaan 
beriringan mengenai pembangunan kawasan terbuka hijau atau biasa disebut 
Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP). 
Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan merupakan ruang yang 
direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas 
bersama di udara terbuka. Ruang terbuka hijau adalah ruang yang berfungsi 
sebagai wadah untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun 
berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang 





Ruang terbuka hijau adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat 
dikawasan perkotaan baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas 
maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang 
terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti 
taman kota, hutan dan sebagainya  
Ruang terbuka hijau kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka 
suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi 
guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh 
RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan 
keindahan wilayah perkotaan tersebut. 
Pemerintah Kabupaten Majene, sebagai pengambil kebijakan, telah 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2011-2042. 
Didalam peraturan tersebut memuat ruang terbuka hijau tentang bagaimana 
pentingnya dilakukan pengelolaan untuk strategi rancangan dan 
pembangunan wilayah berwawasan lingkungan kabupaten Majene 
kedepannya . Perda itu juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  
 Implementasi perda tersebut merupakan tugas dan fungsi yang harus 






Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
menjelaskan bahwa pengalokasian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan 
wewenang pengelolaan oleh pemerintah daerah. Pemerintah mempunyai 
pengaruh besar untuk berperan dalam hal ini penataan ruang dan wilayah 
tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan supaya terwujudnya 
pembanguan yang berwawasan lingkungan.  
Penyediaan dan pengadaan ruang terbua hijau menjadi solusi agar 
daerah perkotaan disamping berkembang dari pembangunan fisik yang 
dilakukan seperti pembangunan gedung, juga penataan ruang perkotaan 
yang mempunyai estetika, serta terwujudnya kawasan perkotaan yang asri 
dan rindang.  
Masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di beberapa kota di 
Indonesia adalah diantaranya ketidaktersediaan ruang terbuka hijau, 
pencemaran udara dan air. Walaupun pemerintah telah membuat berbagai 
peraturan tertulis maupun himbauan kepada masyarakat tentang aturan-
aturan mengenai lingkungan dalam hidup bermasyarakat, tapi bila penduduk 
kota tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembangunan kotanya, 
tidak diberi kesempatan untuk bertindak secara aktif memberikan cap pribadi 
atau kelompok pada lingkungannya, tidak memperoleh peluang untuk 
membantu, menambah, merubah, menyempurnakan lingkungannya, akan 





agresif, kata wilmott. Jadi untuk langkah awal yang harus dilakukan perlu 
diketahui tata kelola yang dilakukan terkait ruang terbuka.  
Masalah yang sering ditemui dalam mengelola ruang terbuka hijau 
yaitu; administratif, perencanaan teknis pembangunan, sumber daya 
manusia, maupun kondisi sosial dan lingkungan. Hal yang menjadi kajian 
utama adalah peninjauan langsung dilokasi apakah amanah undang undang 
nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang sudah tersedia dan ada 
sbagaimana yang dimaksud yaitu pemenuhan 30 % kawasan perkotaan 
sebagai kawasan ruang terbuka hijau. Maka akan di tinjau bagaimana tata 
kelola yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota majene terkait ruang 
terbuka hijau dalam mewujudkan pembangunan merata selama ini sehingga 
berbagai permasalahan tersebut tidak dapat diatasi, ataupun mengapa ruang 














2.1 Skema Kerangka pikir 
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Pada bab ini penullis membahas mengenai metode penelitian 
yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif yakni penelitian yang digunakan untuk 
menggambarkan secara rinci mengenai objek yang akan diteliti. teknik 
pengumpulan data yang digunakan penulis yakni dengan wawancara 
dengan orang-orang yang berkaitan dengan judul penilitian dari penulis. 
3.1 Tipe Dasar Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan metode 
eksplanasi yakni penulis akan menggambarkan dan menganalisis segala 
potensi yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau yang ada dikabupaten 
majene dan bagaimana proses pengelolaannya. Dalam penelitian ini 
penulis juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan tata kelola ruang 
terbuka hijau dan bagaimana peran pemerintah dalam hal ini dinas atau 
badan terkait mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau dikabupaten 
majene. 
Salah satu Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 





pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan yang 
disusun oleh peneliti dan tidak dituangkan dalam angka. 
Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan 
untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Penelitian 
dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang 
ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 
dilakukan. 
3.2 Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis mengguanakan dua sumber data 
sebagai sumber data penelitian, yakni data primer dan data sekunder. 
Kedua data ini digunakan karena mendekati dengan objek penelitian yang 
penulis gunakan. 
1. Data Primer 
Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari 
lapangan. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan 
beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan 
bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan yang relevan 
dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi 





2. Data sekunder 
Selain data primer yang dimaksudkan, juga aka digunakan data 
sekunder sebagai penunjang dan pelengkap dari data primer. Data 
sekunder lainnya diperoleh dari hasil telaah dari bacaan ataupun kajian 
pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang 
sedang diteliti, internet, dokumen, dan laporan yang bersumber dari 
lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian. 
3.3 Tekhnik Pengumpulan Data 
Ada beberapa metode pengumpulan data yang akan dilakukan 
dalam penelitian ini, Misalnya : 
1. Wawancara mendalam 
 Wawancara mendalam yang akan dilakukan penulis adalah 
dengan cara mewawancarai langsung informan yang paham dengan 
masalah yang sedang diteliti. Peneliti melakukan pengumpulan data 
dengan cara wawancara mendalam menggunakan pedoman 
wawancara (interview guide) agar wawancara yang dilakukan tetap 
berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan 
akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang 
berhubungan dengan masalah penelitian. Informan yang dipilih adalah 





dimaksud. Pemilihan informan dapat berubah dan berkembang sesuai 
dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti agar 
memperoleh data yang akurat. Penelitian ini berakhir apabila peneliti 
sudah merasa data yang dibutuhkan sudah cukup untuk menjawab 
permasalahan yang diteliti. Adapun beberapa yang menjadi sasaran 
untuk menjadi narasumber bagi penelitian ini ialah : 
a. Kepala Badan lingkungan hidup dan pertamanan Kabupaten 
Majene 
b. Kepala Dinas PU Kabupaten majene 
c. Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Majene 
d. Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Majene 
e. Kepala Bidang penelitian, Data dan statistic Bappeda 
Kabupaten Majene  
f. Masyarakat yang terbagi menjadi 3 yakni : 
1. Pengelola taman kota 
2. Pengelola kuburan umum 
2. Dokumen dan Arsip 
 Pada penelitian ini juga melakukan telaah pustaka, dimana 
peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, 
dan jurnal. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan 
data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen berguna 





pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang 
berkaitan dengan fokus penelitian yang merupakan salah sumber data 
yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah 
dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, 
laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan-tulisan ilmiah. 
3.4 Defenisi Operasional 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan 
dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 
penelitian perlu disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai 
acuan dalam penelitian ini antara lain :  
a. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana analisis proses  
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi rencana pengembangan 
terhadap ruang terbuka hijau sesuai dengan UU no. 26 tahun 2007 
tentang penataan ruang. Analisis yang dimaksud yakni sesuai 
dengan pasal (17) UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang 
mengenai ruang terbuka hijau. 
b. Ruang terbuka hijau yang dimaksud adalah area memanjang/jalur 
dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat 
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah 
maupun yang sengaja ditanam. Sesuai dengan UU no. 26 tahun 





c. Pembangunan kota adalah bentuk pengembangan fisik yang 
dilakukan di dalam kawasan perkotaaan yang menyentuh seluruh 
daerah-daerah perkotaan berdasarkan tujuannya masing-masing. 
d. Peran pemerintah yang dimaksud adalah bagaimana tindak 
pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah terkait realisasi dan 
penyediaan serta pengembangan ruang terbuka hijau. 
3.5 Analisis Data 
Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik 
deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam 
bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif. Data yang 
diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-
pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang diperoleh dari hasil 
observasi, wawancara dan studi kepustakaan, untuk memperjelas gambaran 
hasil penelitian. 
Sekalipun dalam penelitian ini memperoleh data kuantitatif, semata-
mata dimaksudkan untuk mengukur kontinuitas masalah, mempermudah dan 
mempertajam analisis empiris. Analisis data penelitian kuantitatif dilakukan 
dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling 









4.1 Profil dan Geografis Daerah Penelitian 
Untuk  mengetahui  lebih  jauh  mengenai  daerah  penelitian,  penulis 
kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat 
memberikan  andil  dalam  pelaksanaan  penelitian  terutama  pada  saat 
pengambilan  data,  dalam  hal  ini  untuk  menentukan  teknik  pengambilan 
data  yang  digunakan  terhadap  suatu  masalah  yang  diteliti.  Di  sisi  lain 
pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data 
dapat  memudahkan  pelaksanaan  penelitian  dengan  mengetahui  situasi 
baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat 
sebagai objek penelitian. 
Berdasarkan bentuk wilayah kabupaten sebagai wilayah daratan yang 
memanjang dari selatan ke utara, tentunya akan berimplikasi terhadap 
kebijakan dan program pembangunan serta konsep penataan ruangnya 
secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan kawasan dan kegiatan 
pembangunan harus dapat diselaraskan dengan bentuk dan aksesibilitas 
kawasan terhadap pusat-pusat pengembangan. Perencanaan kawasan 
pesisir dan wilayah daratan tidak hanya dipandang sebagai suatu 
perencanaan kawasan yang berbatasan langsung dengan laut, sehingga laut 





Secara geografis Kabupaten Majene terletak antara 200 38‟ 45” – 300 
38‟ 15” Lintang Selatan dan antara 1180 45‟ 00” - 1190 4‟ 45” Bujur Timur. 
Kabupaten Majene merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang berada 
dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir pantai barat 
Propinsi Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara. Jarak Kabupaten 
Majene ke ibukota Propinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju) kurang lebih 146 
km. 
Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 km2 atau 5,6% dari 
luas Propinsi Sulawesi Barat 16.990,77 Km², terdiri atas 8 kecamatan dan 20 
Kelurahan serta 62 desa. Adapun kecamatan di Kabupaten Majene adalah 
Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, 
Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kecamatan Tubo 
Sendana, Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda. Pada dasarnya 
wilayah Kabupaten Majene sangat berpengaruh terhadap daerah sekitarnya 
ini dapat dilihat dari letak Kabupaten Majene secara administrative.  
Secara administratif Kabupaten Majene berbatasan dengan wilayah-
wilayah berikut : 
• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju 
• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polewali    
Mandar dan Mamasa 
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar 





Kecamatan Ulumanda merupakan wilayah kecamatan terluas 
dibanding dengan luas wilayah kecamatan lainnya yakni; 456,06 km² atau 
48,10%, kemudian Kecamatan Malunda dengan luas wilayah 187,85 Km2 
atau 19,81%, sedangkan wilayah kecamatan dengan luas wilayah terkecil 
adalah Kecamatan Banggae dan Banggae Timur, dengan luas wilayah 
masing-masing adalah Kecamatan Banggae 25,15 km² atau 2,65% dan 
Kecamatan Banggae Timur 3,17% dari luas total wilayah Kabupaten Majene. 
Berdasarkan klasifikasi bentang lahan Kecamatan Banggae dan 
Banggae Timur  merupakan  wilayah  yang  relatif  lebih  datar,  sedangkan  
wilayah kecamatan  lainnya  lebih  dominan  berupa  wilayah  berbukit  dan 
pegunungan.  Berdasarkan  klasifikasi  wilayah  menurut  kelas  ketinggian 
tempat  dari  permukaan  laut,  wilayah  Kabupaten  Majene  yang  berada 
pada  kelas  ketinggian  100  -  500  m  dpl  mencapai  38,7%  luas  wilayah 
kabupaten dan yang berada pada ketinggian 500  -  1000 m dpl mencapai 
35,98%.  
Kondisi  iklim  wilayah  Kabupaten  Majene  dan  sekitarnya  secara  
umum ditandai dengan hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi dan 
sangat dipengaruhi oleh angin musim, hal ini dikarenakan wilayahnya 
berbatasan dengan  laut  lepas  (Selat  Makassar  dan  Teluk  Mandar).  
Kondisi  iklim  di Kabupaten Majene  memiliki rata-rata temperatur berkisar 





Jumlah  curah  hujan berkisar antara 1.148  –  1.653 mm/tahun dan jumlah 
hari hujan 167-199 hari/tahun. (RPJMD Kab.Majene 2012-2016). 
Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran asministratif Kabupaten 
Majene dapat dilihat pada gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Majene 
yang diambil dari Dokumen RTRW Kabupaten Majene dibawah ini. 
Gambar 4.1 



















4.1.1 Segi Pemerintahan 
Berdasarkan  Perda  Bupati  Majene No.7  Tahun  2012  dan  No.8  
Tahun  2012, tanggal  6  Desember  2012  tentang  Pemekaran  
Desa/Kelurahan,  maka  sampai pada tahun 2016 ini  Kabupaten Majene 
mengalami pemekaran wilayah dari 40 desa/kelurahan menjadi  82  
desa/kelurahan.  Sehingga secara  administratif  Kabupaten  Majene terdiri 
dari 8 kecamatan, 82 desa/kelurahan dan  361  SLS  (Satuan  Lingkungan 
Setempat)  yang  terbagi  dalam  257  dusundan 104 lingkungan.Kabupaten  
Majene  memiliki  25 Anggota  DPRD  yang  mana  sebagian anggota DPRD 
tersebut berasal dari Partai Amanat  Nasional  (PAN)  yaitu  sebanyak  4 
orang.  Partai  berikutnya  yang  paling banyak  mendudukkan  anggotanya  
di DPRD  adalah  Partai  Demokrat    dengan Perolehan  3  Kursi.  Jika  
dirinci  menurut jenis  kelamin,  keterwakilan  perempuan  di DPRD  
Kabupaten  Majene  masih  terbilang sedikit.  Sebanyak  4  orang  anggota  
DPRD berjenis kelamin wanita sedangkan sisanya 21 orang berjenis kelamin 
laki-laki. 
Tabel 4.1 
Jumlah  Desa/Kelurahan   Menurut  Kecamatan  di 
Kabupaten Majene, 2016 
NO KECAMATAN DESA KELURAHAN 





2 BANGGAE TIMUR 1 8 
3 PAMBOANG 13 2 
4 SENDANA 14 2 
5 TAMMERO‟DO 7 0 
6 TUBO SENDANA 7 0 
7 MALUNDA 10 2 
8 ULUMANDA 8 0 
Sumber : Rekapitulasi Kecamatan dalam Angka 2016 
 
Tabel 4.2 
Jumlah  Anggota  DPRD  Menurut  Komisi  dan  Jenis 
Kelamin di Kabaputaten Majene, 2016 
NO KOMISI LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
1 PIMPINAN 3 0 3 
2 KOMISI A 5 1 6 
3 KOMISI B 7 2 9 
4 KOMISI C 6 1 7 








4.1.2  Penduduk dan Ketenaga Kerjaan 
Penduduk Kabupaten Majene berdasarkan proyeksi penduduk tahun 
2016 sebanyak 163.896 jiwa yang terdiri atas 80.068 jiwa penduduk laki-laki 
dan 83.828 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi 
jumlah penduduk tahun 2015 penduduk Kabupaten Majene mengalami 
pertumbuhan sebesar 1,72 persen dengan   masing-masing   persentase 
pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar  1,86  persen  dan  penduduk 
perempuan sebesar 1,58 persen. 
Sementara itu  besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 
penduduk laki- laki  terhadap penduduk perempuan sebesar 
95,51.Kepadatan penduduk di Kabupaten Majene  tahun  2016  mencapai  
173 jiwa/km2  dengan  rata-rata  jumlah penduduk per rumah Kepadatan 
Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam penduduk tertinggi kecamatan 
Kecamatan Banggae dengan kepadatan sebesar 1.616 jiwa/km2 dan 
terendah di sebesar  20  jiwa/Km2.  Sementara  itu jumlah rumah 
pertumbuhan sebesar 2,18 persen dari tahun 2015. 
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 
2016 , di Kabupaten Majene terdapat 75.023 penduduk yang masuk kategori 
angkatan kerja, 5,51 persen diantaranya merupakan pengangguran, angka 
pengangguran ini meningkat jika dibandingkan dengan Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2015 yang hanya sebesar 2,06 





tahun 2016 sebesar 67,73 persen berarti telah mengalami peningkatan 
sebesar 0,27 persen dibandingkan dengan tahun 2014 yang besarnya67,46 
persen, Perkembangan  TPAK  dan  TPT  Kab. Polewali  Mandar  
Berdasarkan  lapangan  kerja, dari 70.890 penduduk yang bekerja, sekitar 43 
persen bekerja di sektor pertanian. Sektor-sektor  lain  yang  cukup besar 
peranannya dalam penyerapan tenaga kerja  diantaranya  sektor  jasa  (23 
persen), dan perdagangan (12 persen). 
Berdasarkan status pekerjaan utama dari 70.890 penduduk yang 
bekerja, sekitar 28 persennya bekerja sebagai buruh/karyawan, 23 
persennya berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar. 
Tabel. 4.3 
Jumlah  Penduduk  dan  Rasio  Jenis  Kelamin  di 










1 BANGGAE 19.626 20.239 39.865 96,97 
2 BANGGAE 
TIMUR 
14.579 15.744 30.341 92,71 
3 PAMBOANG 10.563 11.299 21.862 93,49 





5 TAMMERO‟DO 5492 5726 11.218 95,91 
6 TUBO 
SENDANA 
4306 4432 8738 97,16 
7 MALUNDA 8975 9174 18.149 97,83 
8 ULUMANDA 4449 4359 8808 102,06 
Sumber : BPS Kabupaten Majene 
 
4.1.3 Kondisi Sosial 
a. Pendidikan 
Pembangunan  bidang Pendidikan  untuk  mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia ( SDM ) suatu daerah akan  
menentukan  karakter  dari  pembangunan ekonomi  dan  sosial,  karena  
manusia  adalah  pelaku  aktif  dari  seluruh  kegiatan tersebut. Dari  tahun  
ketahun  partisipasi seluruh  masyaraakat  dalam  dunia pendidikan  semakin  
meningkat  hal  ini berkaitan  dengan  berbagai  program pendidikan  yang  
dicanangkan  pemerintah untuk  lebih  meningkatkan  kesempatan 
masyarakat  untuk  mengenyam  bangku pendidikan. 
Hingga  tahun  2016   di Kabupaten  Majene  terdapat  196  unit 
SD/MI,  56  unit  SLTP/MTs,  dan  35  unit SLTA/Sederajat.  Sedangkan  
Jumlah tenaga  pengajar  untuk  tingkat  SD/MI sebanyak  2.473  guru,  





sebanyak  893  guru. Jumlah  murid  SD/MI  sebanyak  25.530orang,  
SLTP/MTs  sebanyak  9.516  orang, dan untuk SLTA/Sederajat sebanyak  
9.133 orang. 
TABEL. 4.4 
Jumlah  Sekolah,   Guru  dan  Murid  SD/  MI,  SLTP/  MTS, 








1 SD 117 2128 23.546 11,06 
2 MI 19 345 1948 5,75 
3 SLTP 33 594 7056 11,88 
4 MTS 23 400 2460 6,15 
5 SLTA 7 249 3242 13,02 
6 SMK 15 433 4560 10,53 
7 MA 13 211 1331 6,31 










Jumlah  Sekolah,  Guru  dan  Murid  Taman  Kanak-Kanak 
Serta Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Kecamatan di 
Kabupaten Majene , 2016 
N
O 




1 BANGGAE 12 99 740 7,47 
2 BANGGAE TIMUR 20 167 1074 6,43 
3 PAMBOANG 25 121 809 6,69 
4 SENDANA 20 99 666 6,73 
5 TAMMERO‟DO 9 48 383 7,98 
6 TUBO SENDANA 10 18 354 19,67 
7 MALUNDA 12 59 581 9,85 
8 ULUMANDA 5 29 118 4,07 
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majene 
 
b. Kesehatan 
Pada  tahun  2016  di  Kabupaten Majene  terdapat   Rumah  sakit  =  
1, Puskesmas  =  11,  Pustu  =  34,  Unit puskesmas  keliling  roda  4  =  13  





antara lain : Dokter Umum = 12orang, Dokter Gigi = 8  orang, Dokter Ahli = 3  
Orang,  Apotker  =  10  Orang,  Paramedis perawatan  =  218  orang, 
paramedis  non perawatan =  178  dan tenaga non medis = 38 orang 
 
Tabel 4.6 
Jumlah  Jenis Sarana Kesehatan  Menurut  Kecamatan  di 
Kabupaten Majene, 2016 












- 2 5 - 2 24 
3 PAMBOANG - 1 6 - 1 23 
4 SENDANA - 1 6 - 1 22 




- 1 4 - 1 11 





8 ULUMANDA - 2 2 - 3 12 
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Majene 
c,. Agama 
Perkembangan  pembangunan dibidang spritual dapat dilihat dari 
besarnya sarana  peribadatan  masing  –  masing agama.  Tempat  
peribadatan  umat  islam  yang  berupa  mesjid,  langgar  dan mushallah  
pada  tahun  2013  masing  – masing berjumlah 306, 49 dan 34. 
 
Tabel 4.7 
Jumlah Rumah Ibadah Menurut Kecamatan di Kabupaten 
Majene, 2016 
NO KECAMATAN MASJID LANGGAR MUSHOLLAH GEREJA 
1 BANGGAE 41 12 6 - 
2 BANGGAE TIMUR 48 8 11 1 
3 PAMBOANG 43 13 1 - 
4 SENDANA 49 1 2 - 
5 TAMMERO‟DO 30 9 3 - 
6 TUBO SENDANA 23 3 1 - 
7 MALUNDA 31 3 3 - 
8 ULUMANDA 41 - 7 - 





4.2 Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Kabupaten Majene 
Kabupaten Majene merupakan salah satu kabupaten yang ada 
di Provinsi Sulawesi Barat yang dulunya merupakan bagian dari 
Provinsi Sulawesi Selatan yang tentunya arahan kebijakan 
pengembangan ruangannya akan dapat berubah yang tergantung 
pada kebijakan Provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayah Kabupaten 
Majene tercatat 947,84 Km2 dengan jumlah wilayah kecamatan adalah 
8 kecamatan yakni Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Pamboang, 
Sendana, Tammerodo Sendana, Tubo Sendana dan Malunda serta 
Ulumanda. Untuk mempercepat pembangunan wilayah Kabupaten 
Majene, maka wilayah ini dibagi 2 (dua) Sub Wilayah Pengembangan 
(SWP), Sub-sub wilayah kecil, dan pengembangan Kota Majene 
dengan berdasarkan pendekatan pembangunan regional yang diikuti 
dengan program pengembangan komoditas tertentu, Pembagian Sub 
Wilayah Pengembangan (SWP) tersebut : 
 Sub Wilayah Pengembangan Bagian Selatan meliputi wilayah 
Kecamatan Banggae, Pamboang dan Kecamatan Sendana 
bagian selatan sampai dengan sungai Palipi dengan pusat 
pengembangan di wilayah Kecamatan Banggae (Kota Majene). 
Arahan pengembangan kegiatannya mencakup padi, palawija, 





(unggas), industri kecil dan rumah tangga, perdagangan dan 
pengangkutan. 
 Sub Wilayah Pembangunan bagian Utara meliputi Kecamatan 
Sendana bagian Utara dan Kecamatan Malunda dengan pusat 
pengembangan di Kecamatan Malunda. Lapangan usaha yang 
potensial untuk dikembangkan adalah padi, palawija, holtikultura, 
perkebunan, kehutanan, peternakan (unggas), industri kecil dan 
rumah tangga, perdaganan dan pengangkutan. 
 
Disamping itu, dalam rencana pengembangan wilayah yang 
dihasilkan dari penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten 
(RUTRK) Majene, yaitu : 
 Wilayah pengembangan partial (WPP) dengan pusat 
pengembangan di Kota Majene yang sebagian besar wilayahnya 
adalah Kabupaten Majene. 
 Satuan Kawasan Pengembangan (SWP) dengan pusat 
pengembangan sebagai berikut : 
 SKP A, pusat pengembangan di Kota Majene dengan 






 SKP B, pusat pengembangan di Kota Somba dengan 
wilayah pengaruhnya adalah Kecamatan Sendana. 
 SKP C, pusat pengembangan di Kota Malunda dengan 
wilayah pengaruhnya meliputi Kecamatan Malunda dan 
sebagian Kecamatan Sendana. 
 
 pemerintah Kabupaten Majene yang dijabarkan dalam program 
penataan wilayah melalui program-program pembangunan. 
Pengembangan berbagai bentuk program pembangunan daerah 
(propeda) untuk lima tahun mendatang dalam rangka mencapai 
sasaran dan pelaksanaan ditempuh dengan beberapa kebijaksanaan 
program meliputi : 
 Program penataan dan pengendalian ruang 
 Program peningkatan pembangunan desa dan daerah terpencil 
 Program pembangunan perkotaan 
 Program pengembangan perumahan dan prasrana serta sarana 
permukiman 
 Program pengembangan daerah perbatasan 







4.3 Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Majene 
Mengingat kondisi wilayah Kabupaten Majene sebagai wilayah 
dengan bentang alam yang memanjang dan kendala alam 
pengembangan akan sangat mempengaruhi sentralisasi pusat 
pelayanan saat ini dan dimasa datang yang perlu dioptimalkan. Oleh 
karena itu pengembangan system transportasi darat sangat berperan 
penting dalam membentuk dan interkoneksitas sub wilayahdalam 
pembangunan wilayah. Pengembangan wilayah sesuai dengan 
hirarkinya adalah pada wilayah Kecamatan Banggae sebagai kota 
dengan ordo pertama diarahkan sebagai pusat pelayanan regional dan 
local, ini ditunjang pula oleh wilayah kecamatan lainnyasebagai ordo 
anjutan untuk lingkup pelayanan yang lebi kecil. Berdasarkan strategi 
pengembangan, criteria kawasan dan daya dukung lingkungan, disuse 
strategi pengembangan wilayah Kabupaten Majene sebagai berikut : 
 Pengembangan kawasan agroindustri di Kecamatan Banggae 
dan Pamboang 
 Pengembangan kawasan pertambangan Golongan C di Desa 
Penawar 
 Pengembangan kawasan pusat pengembangan dan permukiman 





pusat-pusat permukiman diseluruh desa dan kelurahan di 
Kabupaten Majene 
 Pengembangan kawasan perikanan darat di Kecamatan 
Banggae dan Malunda yang berlokasi disepanjang koridor 
pesisir, serta kecamatan lainnya. Sedangkan perikanan tambak 
pengembangannya diarahkan diseluruh wilayah kecamatan 
karena pada umumnya merupakan kawasan pesisir 
 Pengembangan kawasan industry kelautan dan industry perahu 
di Kecamatan Pamboang, terutama di Desa Babulo dan 
Kampung Rangas Kelurahan Totoli 
 Pengembangan kawasan industry pariwisata yang tersebar 
diwilayah Kabupaten Majene antara wisata bahari, pasir putih 
dan taman laut Dato, Pantai Baranae, Rangas, Maluno dan lain-
lain, wisata alam permandian air panas Limboro, air terjun 
Orongan, Mario dan lain-lain 
 Pengembangan kawasan pelabuhan laut di Banggae (Majene) 









A. Rencana Struktur Tata Ruang 
 Rencana Pola Permukiman 
  Rencana pola permukiman Kabupaten Majene sesuai 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene Tahun 
2005 – 2015, dibagi menjadi 4 (empat) sub wilayah (4 
kecamatan) sebagai satuan permukiman. Dari keempat sub 
wilayah tersebut, Kecamatan Banggae ditetapkan sebagai sub 
wilayah dengan fungsi pelayanan utama, khususnya dalam 
pelayanan pemerintahan, perdagangan, pendidikan, transportasi 
moda darat dan laut, kesehatan, hiburan dan rekreasi, 
telekomunikasi dan informasi. Kondisi ini menjadikan Kecamatan 
Banggae yang sekaligus sebagai ibukota Kabupaten Majene, 
mempunyai hirarki tertinggi dalam sistem pelayanan wilayah, baik 
pelayanan sosial, ekonomi, kesehatan maupun transportasi. 
Selengkapnya mengenai hirarki pusat-pusat pelayanan di 











Hirarki Pusat-pusat Pelayanan di Kabupaten Majene 










Banggae PP1 1 1.300 1.300 
Sendana PP2 1 300 – 400 300 
Pamboang, 
Malunda 
PP3 2 200 - 250 250 
Sumber : RTRW Kabupaten Majene Tahun 2005-2015 
 
 Rencana Sistem Pusat dan Skala Pelayanan 
Sistem pusat dan skala pelayanan ini sangat erat 
kaitannya dengan system pusat pelayanan yang telah dibahas 
sebelumnya. Kota-kota pada sub wilayah kecamatan tersebut, 
berperan sebagai kota orde pertama, kedua, ketiga, dan keempat 
menjadi pusat pelayanan/kegiatan, dengan skala pelayanan 
tertentu sesuai dengan tingkatannya. 
Kota orde pertama (Majene) dapat dikembangkan 
sebagai pusat sub wilayah pengembangan bagian tengah 





pusat informasi dan pelayanan pariwisata, pusat wilayah 
pengembangan, berperan sebagai pusat pertumbuhan untuk 
seluruh wilayah Kabupaten Majene. Cakupan wilayah 
pelayanannya, meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten 
Majene. Kota orde kedua (Somba) yang berperan sebagai pusat 
satuan kawasan pengembangan merupakan pusat pertumbuhan 
untuk satuan kawasan pengembangan merupakan pusat 
pertumbuhan untuk satuan kawasan pengembangan yang 
bersangkutan. Kota orde ketiga (Lalampanua dan Malunda) 
merupakan pusat pelayanan lokal kecamatan dan juga pusat 
pemerintahan wilayah kecamatan dan pusat pelayanan sosial  
dan ekonomi untuk wilayah bersangkutan. 
Selain berfungsi utama, semua kota-kota dalam hirarki 
tersebut mempunyai peran sebagai fungsi sekunder atau fungsi 
penunjang yang dimaksudkan sebagai pelengkap fungsi 
pelayanan yang diembannya guna mendorong dan memacu 
peran fungsi pelayanan utama. Kota orde pertama (Majene) 
peran fungsi penunjang yang diberikan sesuai dengan potensi 
dan kemampuan wilayah, yang meliputi : 
 Perdagangan regional 
 Sistem transportasi regional terpadu (darat dan laut) 





 Jasa kepariwisataan 
 Jasa kepelabuhanan 
 Permukiman 
 Agroindustri dan agrobisnis 
 Pemerintahan dan Pendidikan 
Kota orde kedua, peran fungsi penunjangnya, antara lain : 
 Perdagangan lokal 
 Transportasi lokal 
 Jasa kepariwisataan 
 Perikanan laut 
 Jasa kepelabuhanan 
 Permukiman 
 Hasil pertanian 
Kota orde ketiga, peran fungsi penunjangnya, antara lain : 
 Industri kecil rakyat 
 Hasil-hasil pertanian 
 Hasil-hasil perkebunan 
 Jasa kepariwisataan 
 Permukiman 






4.4 ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN RUANG 
TERBUKA HIJAU 
Pada poin ini, akan disajikan proses analisis, dimana merupakan 
langkah awal dalam merumuskan rencana pengelolaan dan pengembangan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Majene. Oleh karena itu, pada tahap ini 
difokuskan pada kajian analisis dengan tingkat kedalaman analisis, yakni; 
analisis Kota Majene ditinjau dari letak strategis wilayah, analisis kebutuhan 
RTH serta analisis alternatif pembangunan RTH di Kota Majene. 
4.4.1 Analisis Tumbuh dan Berkembangnya Kota Majene 
Sebagai Ibukota Kabupaten sekaligus sebagai Ibukota 
Kabupaten Majene, Kota Majene merupakan daerah yang memiliki 
potensi serta keunggulan tersendiri. Potensi-potensi tersebut 
merupakan suatu dukungan tersendiri, sehingga Kota Majene mampu 
mengembangkan dirinya disegala bidang sektor kehidupan. Meskipun 
demikian, Kota Majene ditinjau dari skala pengembangan regional 
(pengembangan Kabupaten Majene) dirasakan masih perlu berbenah 
diri untuk dapat berperan cukup besar khususnya dalam bidang 
ekonomi regional maupun pengembangan di sektor pertanian, 
perikanan dan kelautan dengan berbagai sumberdaya alam yang 
dimiliki. Selain itu, pengembangan potensi sumberdaya manusia yang 





pentingnya pengembangan IPTEK yang terus menerus berkembang. 
Pengembangan Kabupaten Majene dimasa yang akan datang harus 
mampu melihat dan mengidentifikasi akan keunikan dan keunggulan 
lokal dan mampu bersaing dengan daerah lain. Dengan segala potensi 
yang dimiliki, maka akan memberikan daya tarik tersendiri bagi 
sebagian masyarakat untuk datang dan menetap, sehingga 
pertambahan penduduk yang berpengaruh terhadap jumlah 
perumahan yang semakin bertambah dengan segala aktivitas 
perkotaan dan kesemrautan yang tak terhindarkan lagi. Dalam 
mengemban fungsi tersebut, maka Kota Majene harus mampu 
menyeimbangkan lahan terbangun dan lahan tidak terbangun, 
sehingga memiliki peluang untuk menata kawasan perkotaan yang 
lebih dinamis dengan nilai estetika kota yang berwawasan lingkungan. 
Dengan demikian, untuk memanfaatkan akan potensi tersebut, maka 
diperlukan manajemen pengelolaan yang profesional.  
4.4.2 Analisis Lingkungan Strategis 
Ditinjau dari aspek lingkungan strategis Kota Majene secara 
geografis sangat potensial untuk tumbuh dan berkembang, dimana 
wilayah Kota Majene terdiri dari morfologi bukit dan pesisir dimana 
wilayah pesisir yang potensial, serta letak Kota Majene terhadap Teluk 





potensial, sehingga memberikan peluang tumbuh dan berkembangnya 
sektor perikanan dan kelautan serta kepariwisataan. Dilihat dari aspek 
transportasi laut yang cukup berkembang, dengan terdapatnya 
pelabuhan laut yang merupakan pintu masuk (gate way) Ke Kota 
Majene. Dilihat dari lingkungan yang cukup strategis tersebut, maka 
Kota Majene dimasa mendatang sebagai Kota Pendidikan dengan 
keunikan dan karakteristik lokal yang dimiliki serta fungsi dan peran 
yang diembannya sebagai Ibukota Kabupaten Majene. 
4.4.3 Analisis Aspek Fisik Dasar 
Wilayah perencanaan mempunyai karakteristik fisik yang 
cenderung homogen dengan suasana aktifitas masyarakat serta 
kondisi penggunaan ruang saat ini yang belum mewujudkan suatu 
daerah perkotaan yang sesuai dengan fungsi penataan ruang 
perkotaan utamanya dalam ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 
Untuk lebih mengidentifikasi fisik dasar kota secara mendalam, maka 
dilakukan analisis terhadap potensi dan kendala yang dimilikinya.   
A. Kondisi Iklim dan Curah Hujan 
Melihat dari kondisi iklim yang terjadi di Kota Majene yang 
tergolong kedalam iklim tropis disertai dengan musim kemarau. 
Selanjutnya berdasarkan ketebalan curah hujannya, termasuk dalam 





basah (curah Hujannya > 200 mm) berturut – turut sebanyak 3 (tiga) 
bulan dan pertegahan tahun yaitu pada bulan Mei dan Juni. Untuk 
bulan kering (Curah Hujannya < 100 mm). Sedangkan untuk jumlah 
hari hujan tertinggi berkisar 16 – 23 dan yang terendah berkisar antara 
6 – 13 hari hujan. 
Kondisi arah dan kecepatan angin di Kota Majene menunjukkan 
bahwa rata-rata kecepatan tertinggi berada pada bulan Juli dan 
Agustus berkisar 8 Knot dan kecepatan terendah berada pada bulan 
Oktober sampai Juni yang berkisar antara 3 – 4 Knot. Arah terbanyak 
berkisar antara 030 – 360 dengan kecepatan terbesar berkisar antara 
15 – 26. Untuk arah tertinggi berada pada bulan April dan yang 
berkisar 340 dan arah yang terendah berada pada bulan September 
yang berkisar antara 080. 
Melihat kondisi iklim yang terjadi di Kota Majene, 
memperlihatkan bahwa hari hujan dan curah hujan relatif sedang 
dimana jumlah bulan basah curah hujannya > 200 mm dan terjadi 
sebanyak tiga bulan pada pertengahan tahun dan untuk hari hujan 
tergolong rendah. kondisi iklim yang demikian akan sangat 
mempengaruhi aktifitas penduduk di wilayah pesisir Kota Majene 





pengembangan wilayah yang diarahkan pada kawasan pesisir Kota 
Majene. 
B. Geologi dan Jenis Tanah 
Berdasarkan data-data geologi dan jenis tanah yang ada pada 
Kota Majene bahwa jenis batuannya secara keseluruhan adalah 
Batuan Sedimen Laut, Alluvium dan Endapan Pantai yang tersusun 
oleh Satuan Napal Tufaan (Qm = Quarter Marl) dan Endapan Alluvial 
(Qal = Quarter Alluvial). Untuk jenis batuan berupa alluvium dan 
endapan pantai yang penyebarannya hampir diseluruh wilayah Kota 
Majene yang merupakan daerah pesisir pantai berbatasan dengan 
Teluk Mandar, membentang dari arah Timur ke Barat. Sedangkan 
untuk jenis batuan sedimen laut hanya terletak pada wilayah bagian 
utara Kota Majene yang termasuk pada Kelurahan Banggae bagian 
utara dan Kelurahan Pangali Ali bagian utara. Berdasarkan struktur 
jenis batuan yang dimiliki Kota Majene tersebut, maka akan 
mempengaruhi struktur tanah. 
Secara umum jenis tanah yang tersebar di Kota Majene adalah 
Alluvial, Mediteran dan Latosol yang memiliki tekstur yakni tekstur liat, 
liat berdebu, lempeng liat berdebu, lempung liat berpasir, liat berpasir 
dan lempung berliat. Hanya sedikit yang bertekstur pasir, pasir 





tekstur seperti ini, artinya tanah didaerah ini kebanyakan mempunyai 
kandungan liat di atas 20 % (>0,20 g/g) dan komposisi fraksi liat, debu 
dan pasir yang relatif seimbang. Untuk jenis tanah berupa alluvial 
penyebarannya hampir diseluruh wilayah Kota Majene sehingga pada 
bagian barat Kota Majene merupakan daerah yang potensial untuk 
terjadi longsoran sehingga memungkinkan untuk pengembangan 
usaha pertanian atau penghijauan pada lokasi tersebut. 
C. Penggunaan Lahan 
Penutupan lahan merupakan bentuk fisik yang terdapat 
dipermukaan lahan seperti hutan, belukar, sawah, bangunan. 
Sedangkan penggunaan lahan mencerminkan aktifitas manusia dalam 
memanfaatkan sumber daya lahan (hutan produksi, hutan wisata, 
sawah, tegalan dan tambak. 
Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan gambar tersebut, 
penutupan penggunaan lahan Kota Majene didominasi oleh 
permukiman lalu disusul areal perkebunan. Yang cukup 
pemprihatinkan adalah penggunaan lahan berupa hutan bakau yang 
patut diperhatikan, mengingat kondisi Kawasan Pesisir Kota Majene 
merupakan daerah yang rawan bencana alam berupa stunami 
sehingga keberadaan hutan bakau memberikan dampak positif jika 





didominasi oleh permukiman, menyebar di sepanjang Kota Majene 








Luas ( Km2 
) 
Persentase  
( % ) 
1 Permukiman 17.57 23.09 
2 Pendidikan 4.4 5.78 
3 Perkantoran 6.94 9.12 
4 Peribadatan 2.53 3.33 
5 Jasa / Umum 6.14 8.07 
6 Kesehatan 3.57 4.69 
7 Jalan 9.4 12.36 
9 Hutan Bakau 1.36 1.79 
11 Kebun Campuran  10.27 13.50 
12 Tambak 6.92 9.10 
13 Lap. Olah Raga 2.63 3.46 





15 Lain - Lain 3.48 4.57 
Jumlah 76.08 100.00 
Sumber: Bappeda Kabupaten Majene 
4.4.4 Analisis Perkembangan Pola Permukiman Terhadap Ruang 
Terbuka Hijau   
Diketahui bahwa fungsi hijau dalam RTH adalah sebagai “paru-
paru kota” yang merupakan salah satu aspek berlangsungnya daur 
ulang antara gas karbon diokasida (CO2) dan oksigen (O2), dimana 
fungsi hijau menjadi lebih kompleks akibat pencemaran dan kerusakan 
lingkungan. Apabila dilihat pola perkembangan permukiman di Kota 
Majene sebagian besar terkonsentrasi di pusat Kota Majene yang 
diprediksikan tingkat pencemaran lingkungan semakin bertambah. Dari 
data tahun 2008/2009, dimana jumlah penduduk Kota Majene 
sebanyak 6.1499 jiwa atau 12.300 Kepala Keluarga (KK) dengan 
tingkat kepadatan rata-rata 27 jiwa/Ha, dimana kepadatan tersebut 
masih rendah. Pencemaran dan kesemrautan pola permukiman 
sangat nampak di daerah pesisir, seperti Kelurahan Tanjung Rangas, 
dimana kawasan konservasi magrove mengalami kerusakan yang 
mengancap ekosistem pesisir Kota Majene, padahal kawasan 
konservasi tersebut tersebut dapat difungsikan sebagai Ruang 





Apabila diestimasi banyaknya jumlah pohon yang harus ditanaman di 
Kota Majene hingga saat sekarang ini, dimana diasumsikan bahwa 
setiap KK terdiri dari 5 anggota keluarga, dimana setiap anggota 
keluarga terdapat 1 pohon yang dapat ditanam, maka jumlah pohon 
keseluruhan adalah 6.1499 pohon yang dapat ditanam dipekarangan 
rumah. Hal tersebut sangat perlu untuk diberlakukan mengingat fungsi 
penghijauan yang cukup besar apalagi pertambahan penduduk Kota 






























           Sumber : Bappeda Kabupaten Majene 
 
4.4.5 Analisis Kependudukan 
Pengembangan sosial dan kependudukan diarahkan untuk 
menghimpun informasi yang terkait dengan penilaian apakah 





mengelolah dan memanfaatkan berbagai potensi alam yang dimiliki. 
Analisis kependudukan, dapat dikaji beberapa aspek, diantaranya 
adalah tingkat pertumbuhan penduduk.  Diharapkan dengan alat 
analisis tersebut dapat memberikan gambaran umum tentang potensi 
sumberdaya manusia Kota Majene sebagai arahan pengembangan 
perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Salah satu metode analisis 
yang dapat diterapkan adalah metode ekstrapolasi yakni melihat 
kecenderungan pertumbuhan penduduk dimasa lalu dan melanjutkan 
kecenderungan tersebut untuk masa yang akan datang sebagai 
proyeksi. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut; 
Tabel 4.10 
Estimasi Jumlah Penduduk Kota Majene Tahun 2010-2030 
Estimasi Penduduk 2010-2030 
2010 2015 2020 2025 2030 
(1) (2) (3) (4) (5) 
67.031 71.197 75.363 79.529 83.695 







4.4.5.1 Analisis Estimasi Penyediaan RTH Kawasan 
Perkotaan 
Pada tahap analisis tersebut, merupakan estimasi pemanfaatan 
lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang didasarkan pada luas 
wilayah Kota Majene, berdasarkan jumlah penduduk serta 
berdasarkan fungsi tertentu; 
A. Kebutuhan RTH berdasarkan Luas Wilayah 
Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah 
sebagai berikut:  
 Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari Ruang Terbuka 
Hijau  Publik dan RTH privat;  
 Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 
30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan privat, 
10% terdiri dari ruang terbuka hijau hutan kota; 
 Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang 
bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan 
atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus 
tetap dipertahankan keberadaannya. 
Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin 
keseimbangan   ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi 





dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan 
masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. 
Berdasarkan dari ketetapan tersebut di atas, maka dapat 
diestimasikan bahwa dari luas total Kota Majene adalah 55,19 Km2, 
dimana dari luas tersebut dimanfaatkan 30% sebagai Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) atau sekitar 16,557 Ha. Apabila dirinci menurut 
pemanfaatannya, maka untuk RTH berupa taman publik dan privat 
sebesar 20 % adalah 11,038  Ha dan berupa hutan kota sebesar 10 % 
adalah 5,519 Ha. Untuk lebih jelasnya estimasi kebutuhan RTH di 
Kota Majene, sebagaimana pada tabel berikut 
Tabel 4.11 
Estimasi Kebutuhan RTH Berdasarkan Luas Kawasan Kota 
Majene 2010-2030 
No Jenis Pemanfaatan % Luas 
(Ha) 
(1) (2) (3) (4) 
1 RTH Publik dan Privat 20 1.104 
2 Hutan Kota 10 552 
 Jumlah Total RTH 30 1.656 
Luas Kota Majene 5.519 





B. Kebutuhan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk 
Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, 
dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani 
dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku. 
Selain itu, kebutuhan RTH dapat diestimasikman hingga tahun 
proyeksi 20 tahun yang akan datang. Dengan demikian, rencana RTH 
berdasarkan jumlah penduduk didominasi oleh RTH taman RT dan 
taman RW. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk 
pendukung masing-masing RTH taman. Untuk lebih jelasnya estimasi 


























     Sumber : Bappeda Kabupaten Majene 
Tabel 4.12 
Estimasi Kebutuhan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk 





















(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 250 jiwa Taman RT 271 67786 27,1 Ditengah 
lingkungan RT 
2 2500 jiwa Taman RW 27 33.750 3,5 Dipusat 
kegiatan RW 
3 30000 jiwa Taman 
Kelurahan 




4 120000 jiwa  Taman 
Kecamatan 







5 480000 jiwa Taman Kota 1 144000 0,3 di pusat kota 
Hutan Kota 1 disesuaika
n 




























(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 250 jiwa Taman RT 296 74085 29,6 Ditengah 
lingkungan RT 
2 2500 jiwa Taman RW 30 37.500 15 Dipusat 
kegiatan RW 
3 30000 jiwa Taman 
Kelurahan 





4 120000 jiwa  Taman 
Kecamatan 










5 480000 jiwa Taman Kota 1 144000 0,3 di pusat kota 
Hutan Kota 1 disesuaika
n 






1 disesuaikan 12,5 disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
Sumber: Bappeda Kabupaten Majene 
 
Selain itu, estimasi RTH dilihat dari tahap perkembangan hingga tahun 
2029, maka untuk estimasi tahun 2015 masih didominasi oleh RTH 
taman RT sebanyak 296 kawasan, sehingga secara keseluruhan 
estimasi kebutuhan RTH taman hingga tahun 2030 sebanyak 372 
kawasan yang terdiri atas RTH taman Kelurahan, taman kecamatan, 
hutan kota, taman kota, serta pemakaman. Begitupun dengan estimasi 
RTH tahun 2025 dan tahun 2030, dimana kebutuhan RTH semakin 
meningkat. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tebel lanjutan 

























(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 250 jiwa Taman RT 322 80.384 32,2 Ditengah 
lingkungan 
RT 
2 2500 jiwa Taman RW 32 40.000 16 Dipusat 
kegiatan RW 
3 30000 jiwa Taman 
Kelurahan 




4 120000 jiwa  Taman 
Kecamatan 









5 480000 jiwa Taman Kota 1 144000 0,3 di pusat kota 























(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 250 jiwa Taman RT 347 86683 34,7 Ditengah 
lingkungan 
RT 
2 2500 jiwa Taman RW 35 43.750 17,5 Dipusat 
kegiatan RW 
3 30000 jiwa Taman 
Kelurahan 








4 120000 jiwa  Taman 
Kecamatan 




Pemakaman 1 disesuaikan 1,2 tersebar 
5 480000 jiwa Taman Kota 1 144000 0,3 di pusat kota 

























(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 







2 2500 jiwa Taman RW 37 46.250 18,5 Dipusat 
kegiatan RW 
3 30000 jiwa Taman 
Kelurahan 




4 120000 jiwa  Taman 
Kecamatan 




Pemakaman 1 disesuaikan 1,2 tersebar 
5 480000 jiwa Taman Kota 1 144000 0,3 di pusat kota 





1 disesuaikan 12,5 disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 































































Sumber : Bappeda Kabupaten Majene 
 
C. Kebutuhan RTH Berdasarkan Fungsi Tertentu 
Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau 
pengamanan, misalnya melindungi kelestarian SDA, pengaman 
pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar 
fungsi utamanya tidak terganggu. 
RTH kategori ini meliputi; RTH jalur jalan, RTH sempadan sungai, RTH 





sumber air, RTH halaman, RTH untuk membatasi perkembangan 
seperti area pantai atau daerah yang di marjinalkan (greenbelt) dan 
ruang terbuka hijau di bawah jalan layang. 
Penentuan kawasan lindung di kawasan perkotaan, mengacu 
pada Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan 
Kawasan Lindung, yang meliputi kawasan suaka alam, pelestarian 
alam, cagar budaya, kawasan resapan air, hutan lindung, kawasan 
bergambut, kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan 
setempat. 
Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau 
pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian 
sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi 
perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak 
terganggu. RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta 
api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan 
perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH 
sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air. 
Untuk sempadan sungai di Kota Majene terdapat di beberapa 
sungai besar, seperti Sungai Majene, Sungai Manggae dan Sungai 
Abaga. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa sempadan 





10 % dari luas total Kota Majene yang sudah termasuk di dalamnya 
adalah hutan kota. Selain itu, terdapat fungsi-fungsi tertentu yang 
dapat dijadikan sebagai alternatif pengembangan perlindungan 
setempat di tepi Sungai Majene, Sungai Manggae dan Sungai Abaga.  
4.4.6 Pengisian Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Fungsional 
Kota 
Pengisian hijau fungsional kota terdiri dari daerah pusat kota, 
kawasan pinggiran, permukiman, jalan utama kota, kawasan industri, 
kawasan pendidikan/kampus, bantaran sungai, sepanjang pantai, 
lapangan olah raga taman-taman kota. 
A. Taman – Taman Kota  
Taman kota yang dapat dikembangkan berdasarkan hirarki 
ruang adalah taman tingkat kota yang secara hirarki merupakan 
pelayanan untuk seluruh penduduk kota, misalnya taman segitiga. 
Pada hakekatnya dasar pengembangan taman kota khususnya pada 
Kota Majene adalah berdasarkan batasan sebagai berikut: 
 Luas areal taman relatif dapat memenuhi kebutuhan dan fungsi 
dari taman kota dengan skala kota. 






Secara fungsi, taman kota diharapkan dapat mempunyai : 
 Fungsi Biologis, dapat memberikan udara dan cahaya bebas 
secara alami bagi lingkungan di sekitar taman maupun di dalam 
taman sendiri. 
 Fungsi Estetis, menyediakan fasilitas rekreasi yang seluas-
luasnya bagi masyarakat kota. 
 Fungsi Ekologis, memberikan potensi ekologis untuk mencegah 
polusi udara penyerapan air dan sebagainya. 
 Fungsi Fisik, sebagai jalur bebas untuk memisahkan suatu 
kompleks dalam perkotaan terhadap kompleks sekelilingnya. 
Pendekatan arahan pengembangan taman kota ini adalah sebagai 
berikut : 
 Mengurangi wilayah kota yang kaku dan supaya kota tidak lagi 
merupakan modul yang terpisah sama sekali dari alam, 
disamping itu dapat berfungsi meningkatkan kualitas lansekap 
kota. 
 Memberikan suasana pergantian dari kegiatan perkotaan yang 
padat dan ramai. 
 Dapat menampung berbagai fungsi secara intensif, dan 





 Memenuhi kebutuhan penduduk akan ruang terbuka hijau sesuai 
dengan karateristik penduduk kota. 
Pola umum pembangunan ruang terbuka taman kota berdasarkan 
pendekatan dan batasan serta kebutuhan adalah sebagai berikut : 
 Pengembangan fasilitas taman yang dapat memenuhi kebutuhan 
penduduk kota akan sarana rekreasi dan olah raga. 
 Pengembangan unsur penghijauan yang dominan dengan 
penetapan persentase koefisien hijau minimal 90 %. 
 Pengembangan diperuntukkan bagi bangunan penunjang 
rekreasi dan olah raga dengan total luas lantai tidak lebih dari 10 
% luas lahan. 
 Elemen lansekap yang dikembangkan berupa hard material dan 
soft material. 
 Penataan lansekap yang mengarah kepada kondisi alamnya. 
B. Kawasan Pusat Kota 
Pada dasarnya ruang terbuka pada kawasan pusat kota dapat 
berupa jalur jalan, tempat parkir, tempat berjualan (terbuka) dan 
pendestrian/trotoar. Permasalahan yang timbul dapat dijadikan 
kendala pengembangan adalah: permasalahan pedagang terutama 
timbul akibat adanya perdagangan sektor non formal (pedagang kaki 





milik publik, sehingga pemanfaatan ruang tidak dapat digunakan 
secara optimal. 
Untuk mengoptimalisasikan penggunaan ruang ini diperlukan 
penanganan khusus bagi pedagang kaki lima. Arah pengembangan 
kaki lima berupa penyediaan lokasi khusus yang dapat menampung 
kegiatan ini secara teratur. Pengembangan lokasi penampungan kaki 
lima pada dasarnya dapat berupa taman-taman dengan penyediaan 
kios yang dikelola dengan teratur. Di dalam taman kota sendiri sudah 
memiliki area untuk pedagang kaki lima, namun kurang memberikan 
kesan estetis sehingga perlu dilakukan penataan pada area ini. 
Pedagang formal dalam hal ini juga menimbulkan masalah yaitu 
padatnya bangunan yang memberikan kesan kurang baik. Di depan 
area pasar Pattallassang telah menimbulkan kesan padat karena 
ruang terbuka dicaplok untuk dijadikan area jualan, sehingga terlihat 
semrawut. Untuk mengatasi hal tersebut diusulkan adanya 
pengembangan ruang-ruang terbuka sebagai taman dan parkir yang 
berfungsi untuk pemeliharaan suasana sekaligus sebagai lokasi 
penampungan pedagang kaki lima. 
Pejalan Kaki, penggunaan ruang trotoar untuk pejalan kaki saat ini 
masih kurang nyaman karena masih kurangnya penghijauan yang 





Dengan usulan perlunya dikembangkan penghijauan yang 
dapat memberikan kenyaman bagi pejalan kaki. Berdasarkan kondisi 
yang ada maka pengembangan ruang ini diarahkan dengan 
menggunakan ruang trotoar/pedestrian. 
Pola penghijauan yang diusulkan berupa jalur hijau 
trotoar/pedestrian dengan jenis tanaman yang berbentuk vertikal dan 
mempunyai masa daun padat, serta tidak merusak konstruksi. 
Kendaraan, lalulintas kendaraan yang relatif padat 
mengakibatkan polusi bagi lingkungan ini. Pengembangan ruang 
terbuka hijau dalam hal ini perlu diperuntukkan sebagai penyaring bagi 
asap kendaraan. Dengan adanya kemungkinan parkir di sepanjang 
jalan maka pada kawasan perdagangan ini juga diperlukan ruang 
terbuka sebagai areal parkir kendaraan. 
Berdasarkan keadaan ini maka pengembangan ruang terbuka 
diarahkan untuk tidak menggunakan daerah manfaat jalan. Jenis dan 
pola ruang terbuka diarahkan berupa jalur hijau penyaring berupa 
tanaman dengan masa daun padat dan percabangan yang banyak 
penunjang, aspek lain yang perlu ditinjau dalam pengembangan ruang 
terbuka dikawasan ini adalah penyediaan sarana pelayanan umum. 
Penempatan sarana-sarana pelayanan umum ini pada dasarnya perlu 





Arahan pengembangan sarana ini adalah pada daerah 
trotoar/pedestrian. 
Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat adanya beberapa 
kebutuhan dalam pengembangan ruang di kawasan daerah pusat kota   
yaitu : 
 Ruang terbuka sebagai jalur hijau 
 Ruang terbuka sebagai taman dan kios 
 Ruang terbuka sebagai tempat parkir 
 Ruang terbuka sebagai trotoar/pedestrian 
Arah pengembangan pola ruang terbuka di kawasan ini berupa jalur 
hijau jalan dan pengembangan taman. 
C. Lapangan  Olah Raga 
Ruang hijau untuk tempat olah raga, biasanya selalu dikaitkan 
dengan lingkungan. Ruang hijau di bangun khusus untuk olah raga, 
selain sebagai penunjang keindahan, juga sebagai tempat cadangan 
(reserve) bagi kegiatan olah raga. 
D. Kawasan Perumahan  
Baik perumahan besar, sedang dan kecil disyaratkan harus 
mempunyai ruang terbuka atau sering disebut sebagai pekarangan 





rumah yang berfungsi sebagai kontrol terhadap iklim mikro, estetis, 
rekreasi dan cadangan yang sifatnya pribadi. 
Pekarangan/halaman ini juga dapat memberikan sumbangan yang 
tidak kecil artinya bagi pemenuhan kebutuhan hijau kota apabila : 
 Mempunyai halaman muka/belakang. 
 Dapat menyediakan pohon pelindung. 
 Mempunyai sebagian besar daerah pekarangan yang dapat 
ditanami rumput dan perdu. 
 Luasnya di sesuaikan dengan peraturan . 
Pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan perumahan 
ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan besaran ruang terbuka 
pada halaman/ kapling. Pengembangan ruang terbuka hijau di 
kawasan perumahan dihadapkan pada masalah ketersediaan lahan 
terutama pada kawasan perumahan padat. 
Kota Majene pengembangan jenis perumahan direncanakan 
dengan tiga kriteria yaitu perumahan besar, perumahan sedang dan 
perumahan kecil. Berdasarkan rencana pengembangan tata ruang 
Kota Majene, maka kepadatan bangunan dapat dibedakan dalam tiga 
kriteria yaitu kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan rendah. 
Pada dasarnya untuk ketiga kriteria ini perlu dikaitkan dengan 





kriteria tersebut pada dasarnya diarahkan pengembangan pola ruang 
terbuka hijau sebagai berikut : 
 Pemilihan jenis tanaman (jenis tinggi dan lebar pohon) yang 
disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya, akan tetapi diarahkan 
untuk mengembangkan jenis tanaman yang produktif misalnya 
buah-buahan. 
 Dalam hal lokasi penanaman pohon, harus diperhatikan 
sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jaringan utilitas 
umum (listrik, telepon, air). 
 Pengembangan halaman untuk turut meningkatkan kelestarian 
lingkungan. 
E. Kawasan Perkantoran 
Pada dasarnya ruang terbuka pada kawasan perkantoran dapat 
berupa jalur jalan, tempat parkir, tempat upacara, hijau halaman, dan 
pedestrian/trotoar. 
Permasalahan lain yang timbul yang perlu ditangani terutama 
dalam hal penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau. Analisa 
pengembangan ruang terbuka wilayah perkotaan akan ditinjau 
berdasarkan aspek-aspek jenis perkantoran, jenis perkantoran yang  





Perkantoran ini umumnya berkembang secara memanjang dengan 
pola ketinggian bangunan rata – rata 1 - 2 lantai. 
Untuk ini perlu dikembangkan ruang terbuka yang dapat 
memberikan nilai keindahan dan kenyaman lingkungan. 
Pengembangan ruang ini diarahkan dengan penetapan daerah bebas 
bangunan (sempadan bangunan) dengan penataan arsitektur 
bangunan (khususnya bangunan perkantoran pemerintah). Jenis 
aktivitas, yang perlu ditinjau dalam hal ini adalah aktivitas penggunaan 
ruang jalan, dan aktivitas penggunaan hijau bangunan. 
Untuk memberikan kesan formal pada lingkungan ini diarahkan 
untuk membatasi parkir yang berada di badan jalan. Pengembangan  
ruang parkir diarahkan dapat ditampung di halaman bangunan. 
Penggunaan ruang bagi pejalan kaki relatif kecil, sehingga 
pengembangan jalur hijau jalan lebih ditekankan kepada fungsi visual 
dengan menggunakan tanaman yang teratur. 
Penataan hijau pada halaman diarahkan untuk tidak 
mengganggu penampilan arsitektur bangunan dan diusulkan 
menggunakan jenis tanaman rendah. Penunjang aspek lain yang perlu 
ditinjau dalam pengembangan ruang terbuka kawasan ini adalah 





Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat adanya beberapa 
kebutuhan dalam pengembangan ruang di kawasanperkantoran yaitu : 
 Ruang terbuka sebagai jalur hijau 
 Ruang terbuka halaman 
 Ruang terbuka sebagai tempat parkir dan lapangan upacara 
 Ruang terbuka sebagai trotoar/pedestrian 
Arah pengembangan pola ruang terbuka di kawasan ini berupa 
pengembangan jalur hijau jalan, hijau halaman yang dapat 
diperuntukkan sebagai parkir/lapangan upacara. 
F. Bantaran  Sungai 
Jalur hijau disepanjang sungai yang ada di Kota Majene 
umumnya berguna sebagai daerah konservasi antara penggunaan 
lahan dan sungai itu sendiri. 
Untuk sungai-sungai yang ada lebar hijau dengan fungsi 
lindung dapat diterapkan secara proporsional jika dibutuhkan patokan 
antara 25 - 50 meter  dari pinggir sungai (Kiri-Kanan), Keppres No 32 
Tahun 1990.  
Fungsi Lindung sungai ini antara lain : 
 Untuk mempertahankan kemampuan daya serap air tanah, 





 Menahan erosi. 
 Mempertahankan kesuburan wilayah. 
 Mempertahankan kelestarian aliran sungai. 
Sedangkan bagian sungai yang memiliki tanggul, setidak-
setidaknya perlu dibentuk ruang sebagai jalur hijau yang lebarnya 
diukur dari kaki tanggul sekitar 8 meter. 
G. Jalan Utama Kota  
Pengembangan pola hijau di sepanjang pinggiran jaringan jalan 
utama maupun jalan kolektor dan jalan lingkungan adalah berfungsi 
sebagai : 
 Peneduh pedestrian dan jalan 
 Unsur keindahan 
 Kenyamanan lingkungan 
Penerapan jalur hijau pinggir jalan ini dengan ditanam langsung 
maupun dengan menggunakan pot-pot ukuran besar.  
Lebih lanjut peranan dan manfaat dari pola tata hijau tersebut 
adalah sebagai berikut ; 
 Fungsi Orology, yaitu sebagai pencegah erosi lapisan atas tanah 





 Fungsi Hidrologi, permukaan lahan yang bebas dari perkerasan 
(pengaspalan) akan menyerap air sehingga dapat menjaga 
sirkulasi air tanah (sirkulasi hidrologi). 
 Fungsi Estetika, yaitu dapat membentuk perspektif dan efek 
visualisasi yang indah bagi lingkungan yang padat. 
 Fungsi klimatologi yaitu dapat menciptakan iklim mikro yang 
sejuk dan nyaman oleh adanya faktor alam dan vegetasi alam. 
 Fungsi ekologi, yaitu menciptakan keserasian hubungan antara 
manusia dengan alam sekitarnya. 
 Fungsi kesehatan yaitu oleh adanya proses asimilasi tanaman 
yang menghasilkan 02 dan menyerap C02 yang selanjutnya 
dapat mengurangi pencemaran udara serta mengurangi 
kebisingan yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia. 
 Fungsi sosial  yaitu menciptakan suasana lingkungan yang sehat 
dan nyaman sehingga dapat membantu mengurangi ketegangan 
sosial. 
Beberapa dasar pokok yang harus dipertimbangkan dalam 
penempatan pohon peneduh jalan adalah antara lain: 
 Memperhatikan keras jalan, lebar jalan serta kecepatan 
kendaraan yang lewat, hal ini dimaksudkan sebagai penempatan 





 Mempertimbangkan adanya sarana umum dan lalu lintas (kabel, 
listrik, saluran air bersih, lampu penerangan jalan). 
 Sifat pertumbuhan tanaman, bentuk, ketinggian dan ukuran 
tanaman serta jenis tanah (sesuai atau tidak) merupakan faktor-
faktor yang menentukan jarak tanaman. 
Untuk mencapai suatu pola tata hijau perkotaan, maka 
dibuatlah suatu identifikasi pola tata hijau dengan maksud sebagai 
pengaturan secara jelas pada tata hijau bagi setiap peruntukan yang 
disesuaikan dengan kegiatan yang ada. Untuk mendapatkan hasil 
yang optimal dalam penataan pola hijau ini maka ada beberapa hal 
pokok yang perlu diperhatikan : 
 Penataan pola hijau ditekankan perlu pembentukan yang dapat 
memberikan kesan ruang. 
 Memperbanyak variasi warna dan bentuk untuk menghilangkan 
kesan monoton dengan menggunakan jenis tanaman sesuai 
kondisi setempat. 
 Memberikan pengarahan pola hijau menerus pada lingkungan 








4.5 PELAKSANAAN TATA KELOLA RTH KOTA MAJENE 
Berdasarkan pada uraian sebelumnya, dengan pendekatan 
analisis  maka pada sub pokok bahasan ini dijelaskan tata kelola 
dalam penataan RTH Kota Majene yang diperoleh melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi yang disertai dengan 
penjelasan penjelasan untuk mempermudah dalam melakukan 
proses  disekitarnya.  
pelaksanaan tata kelola Ruang Terbuka Hijau dijelaskan 
sesuai dengan pembagian kriteria-kriteria ruang terbuka hijau yakni : 
4.5.1 Hutan Kota 
Dalam rangka perwujudan hutan kota, pemerintah berperan 
selaku dinamisator dan mediator antara berbagai pihak selaku 
pemangku kepentingan, sedangkan masyarakat umum berperan 
sebagai investor dan pelaksana. Untuk itu sangat diperlukan 
penjaringan aspirasi dan sosialisasi program pembangunan secara 
berkesinambungan terhadap masyarakat luas dengan dilandasi oleh 
perangkat perundang-undangan yang operasional yaitu perda no. 12 
tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Majene. 
A. Penataan 
 Hutan kota ditata dengan memperhatikan kondisi lingkungan 





 Memanfaatkan lahan sebagai kawasan hutan kota 
 Melestarikan hutan kota sebagai kawasan hutan lindung di 
perkotaan atas dasar manfaat lingkungan yang sehat dan 
subur 
 Jenis tanaman yang akan dikembangkan lebih diutamakan 
pada tanaman khas/lokal Kabupaten Majene yang memiliki 
nilai estetika. 
 Melibatkan masyarakat dan pihak lainnya selaku pemangku 
kepentingan (stakeholders) sejak tahap perencanaan 
pemanfaatan/pelaksanaan hingga tahap pengendalian 
monitoring Hutan Kota.  
B. Pengelolaan 
Pengelolaan hutan kota dilakukan secara bertahap dan 
berkesinambungan. Tata dan kelola yang dilakukan mulai dari tahap 
pelestarian sampai kepada tahap perawatan yang berkesinambungan. 
Pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah sebagai peran 
yang dimaksimalkan merupakan hal urgen yang biasanya dilakukan 
dan dikerjakan secara rutin seperti penyalahgunaan hutan oleh pihak 
yang bertanggung jawab dan hal lainnya pula. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas kehutanan 





“kita memiliki hutan kota yang cukup dan terawat, baik dari segi cagar 
alam dan satwa yang berada dihutan kota tersebut. Pengelolaan hutan 
kota dilakukan dari pihak dinas kehutanan sendiri melalui 
pendampingan dan pengecekan rutin terhadap hutan kota yang 
tersedia. Wujud dari pengelolaan yang yang dilakukan diharapkan 
agar masyarakat bisa turut andil untuk merawat. Sehingga tujuan 
utama adanya hutan kota ini bisa tercapai”. (Wawancara 20 Desember 
2016) 
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh kepala dinas 
Kehutanan dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dari dinas kelautan 
untuk mewujudkan ruang terbuka hijau melalui pemenuhan hutan kota 
dapat dikatakan dilaksanakan sesuai batasan dan tugas dari dinas 
tersebut. 
4.5.2 Taman Kota 
Secara umum konsep dasar penataan taman kota identik 
dengan konsep pengembangan taman kota yaitu dilandasi 
pembangunan secara terpadu dengan tetap memperhatikan nilai-nilai 
budaya dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Majene. Adapun 
penjabaran konsep sebagai berikut; 
A. Penataan 
 Lokasi taman kota disesuaikan dengam arahan RDTR Kota 






 Sedapat mungkin memanfaatkan lahan yang belum terbangun 
sehingga tidak dilakukan penggusuran terhadap bangunan yang 
telah ada. 
 Kegiatan yang akan dikembangkan merupakan perpaduan antara 
kepentingan ekologi, wisata keluarga dan olahraga secara 
terbatas. 
 Jenis tanaman yang dikembangkan lebih diutamakan pada 
tanaman khas/lokal Kabupaten Majene yang memiliki nilai 
estetika. 
B. Pengelolaan 
Pengelolaan taman kota yang baru diarahkan menjadi RTH 
publik atau terbuka bagi kalangan luas dalam bentuk partisipasi 
rekreatif, olahraga dan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Majene 
melalui instansi yang terkait menjadi pengelola taman kota namun 
sebelumnya perlu dibuat ketentuan-ketentuan pengelolaan dan 
pengawasan yang kesemuanya itu dikemas dalam peraturan Daerah 
(Perda) Kabupaten Majene. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala badan lingkungan 
hidup dan pertamanan Kabupaten Majene : 
“penyediaan kawasan taman kota melalui tahap perencanaan 
pembangunan dan kemudian dikelola dari badan lingkungan hidup dan 





pengelolaan dan kebersihan taman kota tersebut dipekerjakan 
masyarakat untuk selalu membersihkan kawasan tersebut. Taman 
kota itu diharapkan agar ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan ini 
bisa terpenuhi melalui salah satu kawasan ini dan supaya masyarakat 
juga merasakan manfaat dari taman kota ini sebagai ruang atau taman 
terbuka umum”.(Wawancara 20 Desember 2016) 
Dari penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
taman kota sebagai salah satu indicator terpenuhinya ruang terbuka 
hijau kawasan perkotaan dikelola dan dipergunakan sesuai tujuannya. 
4.5.3 Jalur Hijau di Kanan-Kiri Sungai 
Berdasarkan pada kriteria dan konsep dasar penataan RTH 
yang telah diuraikan sebelumnya, maka konsep penataan jalur hijau di 
kanan-kiri sungai merupakan bagian dari RTH yang fungsi da 
pemanfaatannya sangat banyak seperti halnya digunakan sebagai 
tempat rekreasi. Adapun konsep penataannya, sebagai berikut; 
A. Penataan 
 Mempertegas dan mengoptimalkan batas-batas jalur hijau di 
kanan-kiri sungai sehingga fungsi ekologis, estetika kawasan 
dan keadaan sosial budaya dapat terakomodir secara 
proporsional. 
 Pada kawasan padat bangunan dapat mungkin tidak 
dilakukan penggusuran, sehingga konflik sosial ditengah 





 Pada lokasi tertentu dapat dibangun jalan inspeksi sesuai 
ketentuan hukum yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota 
Majene. 
 Jenis tanaman yang dikembangkan lebih diutamakan pada 
tanaman khas/kearifan lokal Kabupaten Majene yang 
memiliki nilai estetika. 
B. Pengelolaan 
Seperti halnya pada pengelolaan RTH lainnya, pengelolaan 
jalur hijau di kana-kiri sungai Kota Majene dilaksanakan dengan tetap 
melibatkan masyarakat untuk dapat menjangkau dan mengelola jalur 
hijau dikanan kiri sungai dikawasan perkotaan, hal ini rutin dilakukan 
melihat pertimbangan bahwa hujan ataupun arus sungai yang 
berubah-ubah bisa mempengaruhi pengelolaan jalur hijau dikanan kiri 
sungai.  
Adapun hasil wawancara dengan kepala dinas dinas tata ruang, 
pemukiman dan keberihan kabupaten majene : 
“penting untuk kita mengelola jalur hijau dikanan kiri sungai, disamping 
sebagai pencegah terjadinya bencana alam juga sebagai proses 
memperindah kawasan sungai melalui pengelolaan dan perawatan 
secara intensif. Kawasan perkotaan kabupaten akan terhindar dari 
kotoran dan sampah dari sungai maupun pengaruh banyaknya 
pemukiman asal terjaga pengelolaan dan pengawasan”.(Wawancara 







Berdasarkan pada kriteria dan konsep dasar penataan RTH 
yang telah diuraikan sebelumnya, maka konsep pemakaman atas 
dasar pembangunan untuk memperhatikan nilai-nilai dan fungsi 
lahannya. Pemakaman merupakan ruang terbuka sebagai kawasan 
untuk pekuburan umum dikawasan perkotaan. Disisi lain pemakaman 
dianggap dapat menjadi salah satu dari ruang terbuka hijau lainnya 
untuk sebagai penghijauan dan menjaga ekosistem kawasan 
perkotaan 
A. Penataan 
 Sebagai lahan pemakaman bagi seluruh masyarakat yang 
telah meninggal dunia 
 Pada kawasan ini juga merupakan sebagai lahan tumbuh dan 
berkembangnya tanaman hijau di kawasan perkotaan  
 Pada lokasi tertentu dapat dibangun jalan inspeksi sesuai 
ketentuan hukum yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota 
Majene. 
 Jenis tanaman yang dikembangkan lebih diutamakan pada 








Pengelolaan pemakaman dilakukan untuk menjaga kawasan 
pemakaman di Kabupaten Majene, selain itu pemakaman dilakukan 
penghijauan melalui penataan tumbuh tanaman yang ada dikawasan 
tersebut agar mendukung terwujudnya ruang terbuka hijau.  
Berikut wawancara yang dilakukan dengan kepala dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Majene : 
“pemakaman sebagai salah satu terwujudnya ruang terbuka hijau kami 
yang kelola melalu perencanaan program dan pembangunan untuk 
memaksimalkan fungsinya dan untuk memperluas kawasan. Mengenai 
pengelolaan di berikan tugas dan gaji kepada masyarakat yang 
ditugaskan di pemakaman tersebut”. (Wawancara 20 Desember 2016) 
Dari pernyataan tersebut dipahami bahwa dinas Pekerjaan 
umum yang mengetahui bagaimana keberlangsungan kawasan 
pemakaman terkait tentang ruang terbuka hijau. 
Berikut pula wawancara yang dilakukan kepada pegelola 
pemakaman Kabupaten Majene : 
“pengelolaan ini dilakukan tiap hari secara bergantian dari kami, ada 
berenam untuk menjaga dan merawat kawasan ini. Kami melakukan 
perawatan dari segi tumbuh tumbuh tanaman yang ada sampai ke 
setiap pembersihan kawasan ini. Kalua ada masalah ataupun sesuatu 
kami langsung beritahu kepada pemerintah melalui pegawai dari dinas 







4.5.5 Lapangan terbuka  
Ruang lapangan terbuka ini merupakan salah satu rth yang 
berfungsi sebagai kawasan kegiatan berolahraga. Lapangan terbuka 
di Kabupaten Majene dilandasi pembangunan secara terpadu dengan 
tetap memperhatikan tercapainya visi misi dari pemerintah yakni salah 
satunya menjadikan kota majene sebagai ruang dalam berkomunikasi, 
berolahraga dan beraktivitas nyaman. Adapun konsep yang dimaksud, 
sebagai berikut: 
A. Penataan 
 Sebagai tempat berolahraga dan tempat terbuka untuk seluruh 
aktivitas masyarakat 
 Pada kawasan padat bangunan dapat mungkin tidak dilakukan 
penggusuran, sehingga konflik sosial ditengah masyarakat 
dapat dicegah.  
 Pada lokasi tertentu dapat dibangun jalan inspeksi sesuai 
ketentuan hukum yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota 
Majene. 
 Jenis tanaman yang dikembangkan lebih diutamakan pada 







Kriteria RTH yakni kegiatan berolahraga maka pengelolaan 
lapangan terbuka ini di lakukan untuk mewujudkan dan 
memaksimalkan pusat kegiatan berolahraga masyarakat Kabupaten 
Majene, pengelolaan lapangan Kota Majene dengan memperhatikan 
unsur-unsur yang ada didalam lapangan tersebut seperti pemenuhan 
alat-alat dan fasilitas berolahraga dan yang paling penting pengelolaan 
dilakukan untuk menjaga kenyaman masyarakat yang melakukan 
aktivitas berlahraga. 
Berikut adalah wawancara kepada pihak pengelola lapangan 
terbuka kabupaten Majene : 
“lapangan ini biasanya dilakukan pengecekan dan perawatan setiap 
hari, tapi jika ada kegiatan dan memakai lapangan ini maka dilakukan 
pembersihan sebelum kegiatan tersebut. Ini kawasan selalu dipakai 
untuk masyarakat umum tiap harinya seperti berolahraga, jalan-jalan 
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4.6 PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN RUANG 
TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN MAJENE 
Hasil penelitian menyatakan Bahwa dengan adanya UU  23 tahun 
2014 serta UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang maka 





terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 
tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 
2011-2031. 
Keberadaan RTH penting dalam mengendalikan dan memelihara 
integritas dan kualitas lingkungan. Peran pemerintah dituntut dapat 
mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang tersedia dikawasan perkotaan. 
Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pemerintah punya 
wewenang dalam melaksanakan dan mengoltimalkan penataan ruang terkait 
mengenai ruang terbuka hijau melalui perannya. Peran yang dimaksud yakni 
sebagai berikut : 
1. Peran Pemanfaatan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area atau jalur dalam kota/wilayah 
yang penggunaannya bersifat terbuka. Dikatakan „hijau‟ karena RTH 
menjadi tempat tumbuh tanaman baik secara alamiah ataupun yang 
sengaja ditanami. Pihak pemerintah memaksimalkan RTH sebagai salah 
satu mendukung potensi pertumbuhan pembangunan yang berwawasan 
lingkungan, manfaat yang dihasilkan dalam pengelolaan Ruang Terbuka 









1. Manfaat Ekologis 
RTH merupakan „paru-paru‟ kota atau wilayah. Tumbuhan dan 
tanaman hijau dapat menyerap kadar karbondioksida (CO2), 
menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan 
kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam 
kebisingan. 
2. Manfaat Ruang 
Anak-anak mendapatkan ruang untuk bermain, sehingga tidak 
terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi atau video game. 
Masyarakat dapat berjalan kaki, berolahraga, dan melakukan aktivitas 
lainnya. Pemerintah melalui kajian yang dilakukan mengenai ruang 
terbuka hijau sebagai perwujudan kawasan perkotaan yang aman, 
sejahtera dan harmonis 
3. Manfaat Estetis 
Kehadiran RTH memperindah pemukiman, komplek 
perumahan, perkantoran, sekolah, mall, dan lain-lain. Bukan saja hati 






Pembangunan yang dilakukan didukung dengan RTH sebagai 
perwujudan untuk kawasan yang memperhatikan aspek lingkungan 
dan keindahan. 
4. Manfaat Planologi 
RTH dapat menjadi pembatas antara satu ruang dengan ruang 
lainnya yang berbeda peruntukannya. 
5. Manfaat Pendidikan 
RTH menjadi ruang tempat satwa dan tanaman yang bisa 
dijadikan sarana belajar. Kalau anak-anak juga dilibatkan dalam 
pengelolaan RTH,mereka juga akan mendapat pelajaran soft skill yang 
penting dan mungkin tak bisa didapatkan di bangku sekolah: belajar 
berorganisasi dan menghayati nilai-nilai luhur dari upaya menjaga 
kelestarian lingkungan. Ini bekal yang penting bagi mereka sebagai 
generasi penerus di masa depan,  
6. Manfaat ekonomis. 
Jenis-jenis tanaman tertentu punya nilai jual dan nilai konsumsi 
yang lumayan. Bunga, buah-buahan, kayu-kayuan. Apabila ditata 





namun juga menghasilkan nilai ekonomi bagi pengelolanya. Oleh 
karena itu, keberadaan RTH dapat menyejahterakan masyarakat di 
sekitarnya. 
2. Peran Pengendalian 
Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai penyeimbang ekosistem kota, 
baik itu sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragam hayati, maupun 
sistem ekologi lainnya, bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan 
hidup, estetika kota, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (quality of 
life, human well being). RTH harus dipandang sebagai elemen strategis 
dalam perencanaan lingkungan, bukan sebagai sisa dari pengembangan 
lingkungan, tetapi lebih sebagai area konservasi untuk melindungi 
keseimbangan alam dan ekosistem. 
Penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kota tidak hanya selalu 
dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau, dan lainnya. 
Namun, penyediaan ruang terbuka hijau juga dapat ditingkatkan dengan 
meningkatkan kesadaran penghuni kota akan pentingnya ruang terbuka 
hijau. Berbagai jenis ruang terbuka hijau dapat dilakukan di lahan privat 
milik masyarakat atau swasta. Salah satu bentuk peran serta masyarakat 
dalam penyediaan ruang 
Pengendalian Ruang Terbuka hijau yang dilakukan pemerintah 





Terbuka Hijau dilakukan untuk membahas bagaimana strategi dan wujud 
pengendalian yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Masalah-masalah 
yang sering terjadi mengenai data yang tidak jelas mengenai RTH juga 
merupakan pembahasan untuk mewujudkan pengendalian Ruang 
Terbuka Hijau. 
Perhitungan luas kawasan perkotaan di kota otonom sudah jelas 
mengikuti luas wilayah administratif. Sedangkan kawasan perkotaan yang 
di kabupaten mengacu pada sistem pusat perkotaan sesuai dengan 
RTRW, namun luas kawasan perkotaan tersebut belum teridentifikasi 
sehingga menyulitkan bagi perhitungan ketercukupan 20% dari luas 
kawasan perkotaan. 
Rencana penyediaan RTH secara umum telah tertuang dalam 
RTRW Kabupaten/Kota namun dengan penyajian yang beragam. Ada 
Kabupaten/Kota yang secara spesifik mampu mengalokasikan jenis, luas 
dan lokasi RTH, dan juga ada Kabupaten/Kota yang hanya menunjuk 
lokasi tanpa memberikan arahan jenis dan luas RTH yang akan 
dibangun. 
Beberapa Kabupaten/Kota ada yang telah menyiapkan dokumen 
Masterplan RTH kawasan perkotaan, ada yang terlibat dalam Program 
Pengembangan Kota Hijau (P2KH), namun ada juga yang belum 





Masih ada kabupaten yang menghitung rasio ketersediaan RTH 
terhadap luas administrasinya. Hal ini tidak relevan karena pada 
prinsipnya RTH di hitung berdasar luas kawasan perkotaan. Terdapat 
kabupaten yang belum memiliki RTH publik, dan penyediaan RTH pada 
kawasan perkotaannya masih dalam tahap perencanaan. Selain itu 
kondisi fisik kawasan perkotaannya dilingkupi oleh kondisi alam yang 
masih hijau, sehingga kebutuhan RTH secara prinsipil dapat didukung 
oleh kondisi alamnya. 
Sebagian besar Kabupaten/Kota belum memenuhi kewajiban RTH 
publik 20% dari luas kawasan perkotaan. RTH di kawasan perkotaan 
Batam, Tanjungpinang dan Karimun cukup tinggi namun bila dilihat pola 
sebarannya tidak merata di seluruh wilayah perkotaan. RTH eksisting 
yang ada di kawasan perkotaan Kabupaten/Kota terdiri dari RTH yang 
dikelola oleh Pemerintah Daerah, maupun lahan terbuka yang tidak 
dikelola oleh Pemerintah Daerah.  
3. Peran Kerjasama dan Penataan 
Pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya di daerah perkotaan 
merupakan tanggung jawab bersama. Salah satu pihak yang memiliki 
tanggung jawab tersebut adalah Pemerintah Daerah. Bagian ini akan 
berisi uraian tentang peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan 






Sampai dengan saat ini, di Kabupaten Majene telah terbangun 
beberapa lokasi yang dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau, Dalam 
pengelolaan ruang terbuka hijau ini, Pemerintah Daerah bertindak selaku 
fasilitator juga mediator. Kerjasama yang dilakukan oleh seluruh dinas 
yang membidangi ruang terbuka hijau sebagai penjelasan bahwa seluruh 
ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Majene menjadi Swakelola 
untuk seluruh SKPD Kabupaten Majene. 
Salah satu hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah adalah selain 
menyediakan dan membangun ruang-ruang terbuka hijau adalah juga 
membuat ruang-ruang tersebut sebagai ruang yang aman, nyaman, 
sehat, bersih, sehingga masyarakat dapat dengan tenang dan senang 
melakukan seluruh kegiatan di ruang terbuka hijau. Penataan terkait 
Ruang Terbuka Hijau di beberapa tempat menjadi perhatian lebih, 
beberapa bangunan fasilitas permainan anak, jalur hijau, lapangan 
olahraga mendukung satu sama lain, meskipun demikian masih ada 
beberapa tempat yang belum dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas umum, 
seperti tempat sampah, lampu penerangan dan toilet 
4. Peran Pengawasan 
pembangunan wilayah perkotaan harus dilakukan secara proporsional 
dan berada dalam keseimbangan antara pembangunan dan fungsi-fungsi 
lingkungan. Ruang terbuka hijau untuk dapat mengoptimalkan harus 





Pengawasan yang dilakukan seperti hal-hal yang dapat merusak 
keberlangsungan ruang terbuka hijau seperti penyalahgunaan lahan, 
pembangunan yang memberi dampak neatif terhadap lingkungan, serta 
pengawasan tentang tata kelola ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan. 
Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan dikarenakan terkendala di 
aturan khusus mengenai RTH, maka pemerintah melakukan rencana 
Penetapan peraturan perundang-undangan berikut perangkat 
pelaksanaannya terkait dengan pengelolaan RTH. Sampai dengan saat ini, 
telah ada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang 
pengelolaan RTH ini. Rancangan ini berisi pengaturan tentang, antara lain: 
fungsi, jenis, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan, 
pengendalian, evaluasi, peran serta masyarakat, pembinaan, pembiayaan, 
larangan, penyidikan, sanksi pidana dan sanksi administratif. Selain Raperda 
ini, Pemerintah juga telah memiliki rancangan dokumen Rencana Detail Tata 
Ruang (RDTR) yang juga telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS). Dokumen ini berisi uraian tentang pembagian wilayah 
berikut fungsi dan peruntukannya secara detail di masing-masing wilayah, 
termasuk kawasan yang diarahkan fungsi dan peruntukannya sebagai ruang 
terbuka hijau. 
Disamping itu, Pemerintah Daerah juga telah memiliki dokumen 





satu rujukan atau acuan dalam proses penerbitan izin usaha. Untuk 
menentukan kesesuaian antara permohonan izin berbagai macam jenis 
usaha yang dilakukan di Kabupaten Majene dengan Tata Ruang, Pemerintah 
Daerah telah membentuk tim ad hoc Badan Koordinasi Penataan Ruang 
Daerah (BKPRD), yang berwenang untuk menerbitkan surat rekomendasi 
kesesuain tata ruang. Tim ini juga memiliki tugas untuk memantau, 
menganalisis dan mengendalikan alih fungsi lahan, khususnya ruang terbuka 
hijau menjadi daerah tutupan lahan. Untuk memastikan ditaatinya ketentuan 
peraturan perundang-undangan terkait tata ruang, khususnya pengendalian 
laju alih fungsi lahan, Pemerintah Daerah juga memiliki beberapa orang 
pegawai yang berkompetensi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
bidang tata ruang. 
Rumusan rencana RTH di Kota Majene, diharapkan menjadi salah 
satu icon rencana tata ruang sebelumnya, sehingga mampu memberikan 
manfaat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Adapun rumusan rencana 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Majene, sebagai berikut; 
4.6.1 ESTIMASI KEBUTUHAN RTH 
Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin 
keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan 





meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta 
sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. 
Berikut adalah wawancara kepada Kepala Dinas Kehutanan 
Kabupaten Majene : 
“Berdasarkan dari hasil analisis, maka rencana kebutuhan lahan untuk 
RTH di Kota Majene adalah 30 % dari luas wilayah, dimana 20 % 
diperuntukkan untuk RTH Publik dan Privat, Sedangkan 10 % diperuntukkan 
untuk RTH hutan kota sebagai kawasan lindung”. (Wawancara 20 Desember 
2016 ) 
Dari hasil wawancara yang dilakukan terkait rencana kebutuhan lahan 
RTH maka dalam perencanaan kebutuhan lahan pemerintah kabupaten 
majene akan membentuk tim analisis dalam memperoleh data mengenai 
lahan yang akan ditinjau langsung oleh tim tersebut. 
Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kabid penelitian, Data 
dan statistic Bappeda Kabupaten Majene : 
“pengelolaan ruang terbuka hijau public di Kabupaten Majene bersifat 
Swakelola sehingga menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) yang membidangi masing-masing jenis ruang terbuka hijau” 
(Wawancara 26 Desember 2016). 
Berikut pula penjelasan mengenai bagaimana pengembangan 
kedepan, ini dijelaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Majene :  
“konsep rencana pengembangan kawasan ruang terbuka hijau sudah ada 
dan untuk menjadi pedoman pelaksanaan sampai 2030 kedepan. Menjadi 
harapan bahwa perencanaan ini dapat dimaksimalkan kepada pihak teknis 
maupun tim lapangan untuk melaksanakan ini. Biasanya terkait konsep 





kepada kedinasan atau badan terkait untuk pemenuhannya‟. ( Wawancara 26 
desember 2016) 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemenuhan 
ruang terbuka hijau sudah ada dan akan dilakukan pengembangan ruang 
terbuka hijau kawasan perkotaan untuk kedepannya. 
4.6.2 RENCANA KEBUTUHAN RTH KOTA MAJENE 
Perencanaan jenis RTH di Kota Majene ditentukan atas dasar tipologi 
Kota Majene yang berkorelasi dengan letak geografis, jumlah penduduk dan 
arah perkembangan fisik kota, luas kota serta faktor kondisi ekosistem yang 
ada.  
Hasil Wawancara yang peneliti lakukan kepada pengelola Lapangan 
Terbuka Kabupaten Majene : 
“Wilayah Kota Majene ini sangat bagus dalam pengembangan 
lapangan terbuka Karena tanah yang subur dan wilayahnya yang luas 
terkhusus dikawasam perkotaan ini”. (Wawancara 20 Desember 2016)  
 
Terdapat juga hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 
pengelola pemakaman di Kabupaten Majene : 
“Untuk dapat mewujudkan Kota Majene sebagai kota hijau dan sehat, 
harus ada peran peran serta dari pemerintah dan masyarakat maka rencana 
kedepan tentang majene Kota Hijau pasti akan terlaksana dengan cepat, 
saya secara pribadi mendukung muda-mudahan majene bisa menjadi Kota 
Hijau dengan ruang terbuka yang memadai”. (Wawancara 22 Desember 
2016) 
Dari hasil wawancara yang dilakukan maka rencana pengembangan 





seluruh elemen yang berkaitan dengan konsep pembanguna di Kabupaten 
Majene. 
Pembangunan Sebagai manifestasi dari fungsi dan manfaat RTH di 
perkotaan, maka rencana penyediaan RTH diharapkan mampu memulihkan 
ekosistem di perkotaan yang telah rusak. Dengan melihat perkembangan 
Kota Majene, maka jenis RTH yang dapat direncanakan adalah; (i) RTH 
pekarangan, (ii) RTH Taman dan Hutan Kota serta (iii) RTH Jalur Hijau jalan. 




















KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka dapat 
ditarik kesimpulan, yakni sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan tata kelola Ruang Terbuka HIjau di Kabupaten 
Majene bersifat Swakelola dan menjadi tanggung jawab Satuan 
kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi masing-masing 
RTH sesuai dengan Kriteria dan jenis Ruang terbuka Hijau seperti 
Berikut : 
a. Taman Kota 
b. Hutan Kota 
c. Tempat Rekreasi 
d. Kegiatan Berolahraga 
e. Pemakaman 
2. Peran Pemerintah Daerah dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau 
di Kabupaten Majene sesuai dengan wewenang pemerintah 
daerah dalam penataan ruang mengenai Ruang Terbuka Hijau 
yakni ada 5 Peran yaitu : 
a. Peran Pemanfaatan 
b. Peran Pengendalian 





d. Peran Pengawasan 
Pembangunan Sebagai manifestasi dari fungsi dan manfaat RTH di 
perkotaan, maka rencana penyediaan RTH diharapkan mampu memulihkan 
ekosistem di perkotaan yang telah rusak. Dengan melihat perkembangan 
Kota Majene, maka jenis RTH yang dapat direncanakan adalah; (i) RTH 
pekarangan, (ii) RTH Taman dan Hutan Kota serta (iii) RTH Jalur Hijau jalan. 
Dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau disesuaikan dengan konsep 
rencana pengembangan. 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang diberikan 
peneliti kepada pemerintah kabupaten Majene meliputi : 
1. Dalam hal perencanaan , pemerintah kabupaten majene / seluruh 
dinas dan badan terkait tentang ruang terbuka hijau dapat 
memahami tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanakan 
secara teknis dilapangan. Tidak hanya mengacuh kepada aturan 
kedinasan atau badan sehingga saling menunngu melaksanakan 
terkait pemenuhan tersebut. 
2. Dapat melahirkan aturan secara detail menganai rencana detail 
ruang terbuka hijau sehingga dapat dilihat dan diketahui dengan 
jelas tahap tahap pelaksanaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau 





3. Memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar semua 
masyarakat diseluruh wilayah kabupaten majene dapat mengetahui 
dan berpartisipasi terkait mengelola dan merawat bahkan ikut 
mengembangkan ruang terbuka hijau untuk kota atau kabupaten 
sendiri. Maksimalnya sosialisasi yang dilakukan akan mempengaruhi 
pelaksanaan kebijakan dan hasil yang kemudian tercapau dengan 
baik. 
4. Hasil dari pengelolaan yakni data dan dokumen mengenai Ruang 
Terbuka Hijau disimpan dengan baik agar mempermudah 
melakukan evaluasi atau menggali informasi kembali terhadap 
Ruang Terbuka Hijau tersebut. 
5. Struktur birokrasi sebaiknya membuat penjelasan secara detail 
terkait tupoksi misalnya yang membidangi ruang terbuka hijau, 
bukan menjadi urusan bersama karna aka nada tumpang tindih 
secara teknis terkait pengelolaannya. Misalnya mengelola taman 
kota dari badan lingungan hidup dan mengelola pekuburan dari 
dinas pekerjaan umum. 
6. Regulasi yang mengatur tentang suatu kebijakan dapat dilaksanakan 
dengan baik dan maksimal. Kalua perlu dibuatkan tim khusus untuk 





7. Peraturan daerah tentang RTH belum dijelaskan lebih detail di 
peraturan RTRW Kabupaten Majene, Kalau perlu ada aturan khusus 
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